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PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Dialog edisi kali ini menampilkan
beberapa tulisan yang berkaitan dengan isu-isu
demokrasi, khilafah, konflik Tolikara di Papua,
dialog fikih dan budaya, madrasah unggulan,
pengaruh kompetensi guru dalam bidang
pembelajaran Bahasa Arab, dan strategi
pembacaan teks untuk meningkatkan kepekaan
sosial anak.

Ide-ide yang dipaparkan dalam tulisan-
tulisan ini merupakan isu-isu yang akrab dengan
pembaca dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Hal ini karena isu-isu tersebut menjadi
bagian yang penting dalam diskursus keislaman
di Indonesia. Meskipun beberapa isu seperti
kompatibilitas demokrasi dan Islam, dialog fikih
dan budaya serta madrasah unggulan misalnya
cukup banyak didiskusikan dari waktu kewaktu.
Namun demikian, isu-isu tersebut tetap memiliki
daya tarik untuk kembali diperbincangkan
terutama tentunya bila diskursus tersebut
didekati dari sudut pandang akademis yang
memiliki argumentasi dan pendekatan yang
berbeda beda.

Dalam Kompatibilitas Islam dan Demokrasi, Ana
Sabhana mencoba untuk menelaah pandangan
HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) tentang
kompatibilitas Islam dan Demokrasi. Tulisan ini
mencoba menjawab dua hal penting yaitu:
bagaimana pandangan HTI sebagai kelompok
fundamentalis terhadap kompatibilitas Islam dan
demokrasi? Kedua; apakah pada kenyatannya
Islam kompatibel dengan demokrasi? Tulisan ini
dapat memberikan pandangan penting terkait
hubungan HTI dan Islam serta hubungan HTI
dengan pemerintah. Meskipun HTI selama ini
dianggap sebagai organisasi Islam yang tidak
melakukan tindakan radikal pada negara secara
praktis dan tetap dalam koridor wacana, namun
dapat dicermati bahwa radikalisasi pemikiran
dalam memandang keabsahan eksistensi negara
dalam Islam ada pada pemikiran HTI. Radikal
dalam hal ini memang tidak dapat dilihat hanya
pada tindakan, pemikiran radikal seringkali tidak
diikuti oleh tindakan, namun ia dapat menjadi
pemicu bagi tindakan radikal dikemudian hari
ketika ada peluang. Dalam kaitan ini, tulisan Ana
dapat memberikan gambaran mengapa dalam

konteks bernegara di Indonesia HTI penting
dicermati, karena ketika menyinggung keabsahan
negara dan Islam, tidak dapat dilepaskan dari
peran umat Islam sebagai bagian utama dalam
pendirian negara dan konsep Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Selanjutnya tulisan Mustolehudin tentang
konflik Islam dan Kristen perihal pendirian gereja
Sragen pasca konflik yang terjadi di Tolikara juga
menjadi cerminan dari konsistensi ide
kebhinekaan. Tulisan ini dapat menjadi
setidaknya suatu timbangan bagaimana posisi
mayoritas di satu wilayah di Indonesia bertindak
terhadap minoritas. Sikap ini dapat memberikan
cerminan dari sikap toleran atau intoleran.
Meskipun contoh yang diambil terjadi di pulau
Jawa dengan Islam sebagai mayoritas, tulisan ini
berusaha menganalisis bahwa tindakan yang
dianggap kurang bersahabat terhadap minoritas,
bukanlah mainstream dalam sikap mayoritas.
Artinya hanya terdapat kelompok kecil dari
kelompok besar mayoritas yang terkadang
kurang toleran terhadap minoritas. Penulis
berusaha memberikan contoh dari kasus
pendirian Gereja di Sragen yang secara yuridis
belum berizin sesuai PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006
karena gereja ini sudah ada sejak tahun 1990.
Selanjutnya, penulis berargumen bahwa, tuduhan
Laskar Umat Islam Surakarta bahwa gereja tersebut
meresahkan warga tidak terbukti. Tulisan ini setidaknya
memberikan dorongan pentingnya bukti yuridis dan
sosiologis dalam menangani konflik-konflik yang terjadi
di masyarakat antara kelompok mayoritas dan
minoritas.

Tulisan selanjutnya berkaitan dengan
diskursus azan dalam konteks fikih dan budaya
yang ditulis oleh Ahmad Munif. Munif berusaha
untuk memberikan gambaran tentang akulturasi
ajaran fikih Islam dengan budaya masyarakat
setempat dalam kaitannya dengan cara
melakukan ibadah salat. Panggilan azan yang
merupakan medium untuk salat berjamaah, bagi
masyarakat di suatu daerah menjadi penting
dalam kaitannya dengan tanda untuk
berkumpul. Secara sosiologi budaya, bagi
beberapa daerah yang bukan kota besar,
akulturasi fikih dan budaya setempat
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memberikan penguatan bagi eksistensi
masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan
agama dan kehidupan sosial budaya.

Tulisan selanjutnya dari Farida Hanun
membincangkan diskursus madrasah unggulan.
Topik ini memang selalu menjadi topik aktual
untuk dibahas, terutama dalam kondisi dimana
kualitas sekolah-sekolah Islam belum dapat
berkompetisi secara ketat dengan sekolah-sekolah
lain. Kebutuhan akan sekolah unggulan yang
dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan
tangguh secara mental, spiritual dan pikir dari
tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi
merupakan cita-cita dari setiap pendidik. Tulisan
Hanun tentang pentingnya evaluasi terhadap
penyelenggaraan madrasah unggulan terkait
input, proses dan produk  dengan mengambil
contoh di MIN Serawi Kalimantan Selatan,
sesungguhnya dapat menjadi pengingat tentang
pentingnya evaluasi terhadap kemajuan suatu
sekolah terlepas apakah sekolah tersebut telah
dianggap unggulan, maju atau bahkan belum.
Kemunduran suatu insitusi pendidikan biasanya
dimulai ketika sang pengelola telah puas dengan
pencapaian yang dianggap tinggi.

Selanjutnya, tulisan yang masih terkait
dengan pendidikan dan sekolah dengan fokus
kompetensi guru bahasa Arab dapat dilihat dari
tulisan selanjutnya dari Neneng yang menyoroti
pentingnya kompetensi guru dalam kaitannya
dengan minat siswa dalam belajar Bahasa Arab.
Contoh yang diambil adalah kasus siswa Kelas
IX yang tersebar di 9 Madrasah Tsanawiyah di
Kecamatan Kebayoran Lama. Meskipun contoh
yang diambil adalah siswa sekolah menengah,
namun pola yang penting untuk dicermati dan
dipertimbangkan secara serius adalah kenyataan
bahwa kompetensi guru memiliki kaitan erat
dengan minat belajar. Hal ini sesungguhnya
dapat diterapkan untuk segala jenjang
pendidikan secara khusus dan bahkan untuk
kehidupan secara umum. Artinya keberhasilan
pendidikan tidak hanya terkait dengan hebatnya
sistem, tetapi juga hebatnya sang pendidik. Sistem
yang hebat juga seringkali tidak dapat
menghasilkan anak didik yang hebat bila
pendidiknya tidak hebat.

Terakhir dari tulisan yang ada adalah tulisan
Vilya Lakstian yang masih terkait dengan
pendidikan. Dalam tulisannya tentang strategi
membaca teks dan kepedulian anak terhadap

lingkungan sosial, Vilya menekankan pentingnya
guru sebagai pihak yang berperan penting
sebagai penghubung berbagai aspek yang dibawa
teks kepada para siswanya. Senada dengan tulisan
Neneng, analisis Vilya menekankan pentingnya
kemampuan guru yang mumpuni untuk
menghubungkan kemampuan intelegensi anak
dalam memahami teks dan kemampuan emosional
anak dalam mengaktualisasikan teks pada
kehidupan sosial anak.

Keseluruhan tulisan dalam jurnal ini
diharapkan dapat memberikan inspirasi yang
akan menggugah pembaca dalam meningkatkan
kepekaan dan minat untuk mengembangkan
kehidupan sosial keagamaan yang lebih baik
untuk Indonesia di masa depan dalam kehidupan
beragama, berbangsa dan bernegara. Semoga
tulisan-tulisan dalam Dialog kali ini bermanfaat
bagi pembaca. Selamat membaca!
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ABSTRACT
This article sheds some lights on the implementation of regional sharia regulations (Perda syariah) from the

perspective of democracy, focusing on the aspects of representation and accountability. Qualitative study was
employed in this research. The study finds out that the presence of regional sharia regulations in the context of
democratic Sukabumi is substantially representative. This is due to the fact that Sukabumi people represent the
majority group, which is Muslims. However, from the side of accountability, the regulations have low level of
accountability since the sharia regulations have not solved the real issues amidst Sukabumi people.

KEY WORDS: Accountability, Democracy, Regional Sharia Regulations, Reformation, Representative

DEMOKRASI DAN PERDA SYARIAT: KASUS SUKABUMI

ABSTRAK
Tujuan penulisan artikel ini untuk membedah implementasi perda syariah di Sukabumi dalam

perspektif demokrasi, dengan fokus utama pada representasi dan akuntabilitas. Studi dilakukan
dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya perda bernuansa syariah
ini dalam kontek demokrasi secara substantif cukup representatif. Karena masyarakat Sukabumi
mewakili suatu kelompok Muslim yang mayoritas. Kendati memiliki akuntabilitas rendah karena
belum menyelesaikan persoalan riil yang dihadapi penduduk sukabumi.

KATA KUNCI: Akuntabilitas, Demokrasi, Perda Syariah, Reformasi, Refresentatif

TOPIK

DEMOCRACY AND REGIONAL SHARIA
REGULATIONS: A SUKABUMI CASE
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A. PENDAHULUAN
Terbukanya iklim demokratisasi yang lebih

luas di Indonesia sebagai efek domino dari
runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 dan
memasuki era reformasi mengubah arah dan
tatanan politik di Indonesia.1 Salah satu ciri
mendasar adalah adanya desentralisasi yang lebih
tegas untuk beberapa aspek pemerintahan dengan
terbitnya Undang-undang No. 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya
menyebut mengenai otonomi daerah2. Lain dari
itu otonomi daerah juga dimaknai oleh sementara
elemen masyarakat dan elit politik di wilayah
tertentu sebagai celah yang menarik untuk
membangun suatu moda pemerintahan yang
dianggap lebih relevan dengan nuansa daerah
masing-masing termasuk lahirnya kebijakan
daerah bernuansa syariah baik dalam bentuk
peraturan daerah (perda) yang merupakan hasil
kompromi legislatif dan eksekutif maupun berupa
instruksi atau keputusan kepala daerah dan
turunannya berupa surat edaran.

Sejak Undang-undang tentang
Pemerintahan Daerah tersebut digulirkan telah
lahir banyak perda yang secara substantif
bernuansa syariah. Ahir-ahir ini mengemuka
kehendak pemerintah pusat untuk menertibkan
beberapa perda yang disinyalir kontraproduktif
dengan peraturan yang lebih tinggi.3 Kehendak
penghapusan inipun bukanlah tanpa rintangan.
Sejumlah elemen masyarakat (Islam) bergerak
mengkritisi kebijakan ini, baik pro maupun
kontra.4

Dalam beberapa penelitian terdahulu temuan
terhadap lahirnya perda bernuansa syariah ini
tidak sepenuhnya positif. Alih-alih terwujudnya
penegakan hukum dalam konteks agama (Islam)
yang memberikan jaminan konstitusional bagi
pelaksanaan ajaran agama, telah melahirkan
perilaku diskriminatif terhadap beberapa objek

seperti kelompok minoritas dan perempuan.5

Wasisto Raharjo Jati melihat implementasi perda
bernuansa syariah ini juga lebih dalam perspektif
sosial politik ketimbang sebagai upaya positivisasi
syariah Islam dalam konteks Negara kebangsaan
di Indonesia maupun sebagai upaya pribumisasi
syariah.6 Dalam pendekatan sosial politik
menurutnya tampak karena adanya kontestasi
antara nilai antara demokrasi yang didukung
kalangan nasionalis dan Islam oleh kalangan
islamis. Kontestasi tersebut sebenarnya sudah
lama terjadi bahkan sudah semenjak Orde Lama.
Jatuhnya pemerintahan otoritarian menjadi
penguat Islam dalam melakukan momentum
menegakkan syariah di Indonesia.7

Jati mengelaborasi lebih lanjut bahwa jika
dibandingkan dengan penerapan syariah di
negara mayoritas Muslim lainnya, penerapan
syariah Indonesia justru merupakan sebentuk
konsensus elite politik. Hal ini cukup berbeda
dengan negara Muslim lainnya yang memang
penerapan syariah sendiri dilakukan secara bottom
up karena mayoritas penduduknya secara umum
mazhab Islam-nya homogen. Fenomena tersebut
cukup berbeda dengan penerapan syariah di
Indonesia yang selebihnya dilakukan secara top-
down oleh kalangan elite. Setidaknya menurut Jati,
terdapat tiga isu penting perihal implementasi
perda syariah ini, yaitu: 1) kegagalan dalam
aplikasi good governance, 2) diskriminasi terhadap
minoritas dan 3) aliran keuangan untuk
mendanai partai dalam level lokal. Isu pertama,
kegagalan good governance sendiri dimaknai
sebagai kegagalan pemerintah dalam
mengupayakan pelayanan publik dan tata kelola
pemerintahan yang baik kepada masyarakat
sehingga memicu akar rumput untuk
menginisiasi timbulnya perda syariah. Kedua,
dimaknai sebagai bentuk gelombang ekstrimisasi
dan fundamentalisme baru dalam Islam yang
menolak adanya multiintepretasi dalam ajaran
agama dan berusaha menerapkan ajaran Islam
secara kontekstual. Akibatnya yang menjadi
korban adalah wanita, nonmuslim, maupun
Muslim sendiri yang tidak mempunyai
pemahaman sama. Ketiga, pendanaan dan

1 Nadirsyah Hosen. “Religion and the Indonesian
Constitution: A Recent Debate”. Journal of Southeast Asian Studies
36, no. 3 (2005): 419–440. Printed in the United Kingdom, 419.

2 Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

3‘Keterangan Pers Presiden Joko Widodo tentang
Penghapusan Perda Bermasalah’, Senin, 13 Juni 2016, di Istana
Merdeka, Jakarta, setkab.go.id.

4‘MUI tak Setuju Penghapusan Perda Syariah’ Khazanah,
Republika.co.id, Rabu, 22 Juni 2016.; ‘Menteri Tjahjo: Tak Ada
Penghapusan Perda Syariat’ Tempo.co, Kamis, 16 Juni 2016.

5 Komnas Perempuan ibid.
6Wasisto Raharjo Jati. “Permasalahan Implementasi Perda

Syariah Dalam Otonomi Daerah”. Jurnal Al Manahij 7, no. 2
(2013): 305-318.

7 Jati, ibid., 312
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konsolidasi merupakan upaya politik pragmatis
yang dilakukan oleh para elite politik dalam
mendekati para tokoh Islam yang memiliki basis
massa besar dan memiliki dana melimpah. Maka
penerapan perda syariah sendiri merupakan dari
bagian upaya kongkalingkong politik untuk
menyenangkan para tokoh Muslim tersebut.8

Dalam kajian lainnya seperti dilakukan
Suismanto di Tasikmalaya, disebutkan penerapan
perda syariah tidak lebih dari upaya elite politik
untuk melakukan pencitraan dan mengembalikan
romantisme nuansa islami dalam masyarakat
sebagai upaya pengalihan isu terhadap korupsi
dalam pemerintahan. Oleh karena itulah, syariah
kemudian menjadi alat politik canggih bagi
kelompok kepentingan tertentu untuk
melaksanakan agenda tertentu. Maka daripada
memuat substansi untuk membina umat Islam
di Indonesia agar sesuai dengan agama, perda
syariah lebih layak digunakan sebagai alat
kooptasi terhadap kepentingan tertentu. Perda
syariah dalam pandangan Suimanto hanya ramai
di ruang para penguasa daerah, namun menjadi
sunyi ketika dihadapkan pada publik. Hingga saat
ini, relevansinya masih menjadi pertanyaan besar
bagi masyarakat daerah yang memandang
urgensi diundangkannya syariah.9

Lebih jauh menurut Suismanto, daripada
memberi identitas syariah dalam produk perda
yang secara riil, justru memberikan batasan-
batasan pada masyarakat untuk beraktivitas.
Nuansa kaku dan konservatif masih termaktub
dalam substansi perda syariah yang senyata
memberikan efek marjinalisasi kepada pihak
tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi
proses legalisasi syariah tidak berlangsung dalam
dua arah, namun searah untuk mengatur
masyarakat dan tidak kepada pemimpin. Kepala
daerah merasa tidak wajib menjalankan syariah
karena kapasitasnya sebagai ulul amri yang
menuntut kesetiaan warganya. Maka jika
demikian, perda syariah merupakan gaya baru
kepala daerah untuk berkuasa dengan
memanfaatkan agama sebagai identitas
kekuasaannya.10

Pengamatan serupa juga tampak dalam

risalah Muhtada yang mensinyalir ada tiga
persoalan dalam perda syariah.11Persoalan
pertama menyangkut diskriminasi. Dengan
mengutip Crouch (2009) Muhtada menyebutkan
bahwa beberapa perda syariah terkesan
mendiskriminasi perempuan dan kelompok-
kelompok minoritas. Perda Propinsi Gorontalo
No. 10/2003 tentang Pencegahan Maksiat,
misalnya, mendiskriminasi perempuan sebagai
obyek peraturan. Pasal 6 perda tersebut
menyebutkan bahwa perempuan dilarang berada
di luar rumah tanpa muhrim antara jam 12
malam sampai jam 4 pagi (ayat 1). Pasal tersebut
juga mewajibkan perempuan untuk berpakaian
sopan di tempat umum (ayat 2). Aturan-aturan
serupa tidak berlaku bagi laki-laki. Peraturan
tentang larangan beraktivitas bagi penganut
Ahmadiyah di beberapa daerah juga merupakan
contoh dari adanya problem diskriminasi ini. Ini
misalnya dapat dilihat pada Peraturan Gubernur
Sumatra Barat No. 17/2011, Peraturan Gubernur
Jambi No. 27/2011, Peraturan Bupati Pandeglang
No. 5/2011, dan Peraturan Bupati Bekasi No. 11/
2011.

Persoalan kedua terkait kualitas peraturan
daerah. Tidak sedikit di antara perda-perda
tersebut yang pasal-pasalnya merupakan hasil
“copy-paste” dari pasal-pasal serupa di undang-
undang atau perda-perda sejenis. Ini dapat
ditemukan, misalnya dalam kasus perda-perda
zakat. Contohnya, bunyi Pasal 3 Perda Kota
Padang Panjang No. 7/2008 serupa dengan bunyi
Pasal 3 Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 31/
2003, Pasal 2 Perda Kota Padang No. 2/2010, Pasal
2 Perda Kabupaten Purwakarta No. 3/2007, dan
Pasal 2 Perda Kota Cimahi No. 2/2008. Bunyi Pasal
4 Perda Kota Padang Panjang No. 7/2008 juga
memiliki kesamaan dengan bunyi Pasal 3 Perda
Kabupaten Solok Selatan No. 18/2006, Pasal 3
Perda Kabupaten Solok Perda No. 13/2003, dan
Pasal 3 Perda Kabupaten Sumedang No. 1/2011.
Masih banyak contoh-contoh kemiripan antar
pasal dalam perda-perda zakat. Hal serupa juga
bisa ditemukan untuk perda-perda tentang
Madrasah Diniyah, baca tulis Al-Quran, serta
busana Muslim. Kemiripan-kemiripan pasal antar
perda sejenis ini mengisyaratkan bahwa perda-
perda tersebut disusun tanpa proses kajian yang
mendalam. Para pengusul dan atau pengambil

8 Jati, ibid.312
9 Suismanto. “Perda Syariah dan Problematikanya (Kasus di

Tasikmalaya)”. Aplikasia, Jurnal Ilmu-ilmu Agama 8, no. 1 Juni
(2007): 30-42.

10 Suismanto, ibid. 11Muhtada, op.cit., 7-8.
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A. PENDAHULUAN
Terbukanya iklim demokratisasi yang lebih

luas di Indonesia sebagai efek domino dari
runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 dan
memasuki era reformasi mengubah arah dan
tatanan politik di Indonesia.1 Salah satu ciri
mendasar adalah adanya desentralisasi yang lebih
tegas untuk beberapa aspek pemerintahan dengan
terbitnya Undang-undang No. 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya
menyebut mengenai otonomi daerah2. Lain dari
itu otonomi daerah juga dimaknai oleh sementara
elemen masyarakat dan elit politik di wilayah
tertentu sebagai celah yang menarik untuk
membangun suatu moda pemerintahan yang
dianggap lebih relevan dengan nuansa daerah
masing-masing termasuk lahirnya kebijakan
daerah bernuansa syariah baik dalam bentuk
peraturan daerah (perda) yang merupakan hasil
kompromi legislatif dan eksekutif maupun berupa
instruksi atau keputusan kepala daerah dan
turunannya berupa surat edaran.

Sejak Undang-undang tentang
Pemerintahan Daerah tersebut digulirkan telah
lahir banyak perda yang secara substantif
bernuansa syariah. Ahir-ahir ini mengemuka
kehendak pemerintah pusat untuk menertibkan
beberapa perda yang disinyalir kontraproduktif
dengan peraturan yang lebih tinggi.3 Kehendak
penghapusan inipun bukanlah tanpa rintangan.
Sejumlah elemen masyarakat (Islam) bergerak
mengkritisi kebijakan ini, baik pro maupun
kontra.4

Dalam beberapa penelitian terdahulu temuan
terhadap lahirnya perda bernuansa syariah ini
tidak sepenuhnya positif. Alih-alih terwujudnya
penegakan hukum dalam konteks agama (Islam)
yang memberikan jaminan konstitusional bagi
pelaksanaan ajaran agama, telah melahirkan
perilaku diskriminatif terhadap beberapa objek

seperti kelompok minoritas dan perempuan.5

Wasisto Raharjo Jati melihat implementasi perda
bernuansa syariah ini juga lebih dalam perspektif
sosial politik ketimbang sebagai upaya positivisasi
syariah Islam dalam konteks Negara kebangsaan
di Indonesia maupun sebagai upaya pribumisasi
syariah.6 Dalam pendekatan sosial politik
menurutnya tampak karena adanya kontestasi
antara nilai antara demokrasi yang didukung
kalangan nasionalis dan Islam oleh kalangan
islamis. Kontestasi tersebut sebenarnya sudah
lama terjadi bahkan sudah semenjak Orde Lama.
Jatuhnya pemerintahan otoritarian menjadi
penguat Islam dalam melakukan momentum
menegakkan syariah di Indonesia.7

Jati mengelaborasi lebih lanjut bahwa jika
dibandingkan dengan penerapan syariah di
negara mayoritas Muslim lainnya, penerapan
syariah Indonesia justru merupakan sebentuk
konsensus elite politik. Hal ini cukup berbeda
dengan negara Muslim lainnya yang memang
penerapan syariah sendiri dilakukan secara bottom
up karena mayoritas penduduknya secara umum
mazhab Islam-nya homogen. Fenomena tersebut
cukup berbeda dengan penerapan syariah di
Indonesia yang selebihnya dilakukan secara top-
down oleh kalangan elite. Setidaknya menurut Jati,
terdapat tiga isu penting perihal implementasi
perda syariah ini, yaitu: 1) kegagalan dalam
aplikasi good governance, 2) diskriminasi terhadap
minoritas dan 3) aliran keuangan untuk
mendanai partai dalam level lokal. Isu pertama,
kegagalan good governance sendiri dimaknai
sebagai kegagalan pemerintah dalam
mengupayakan pelayanan publik dan tata kelola
pemerintahan yang baik kepada masyarakat
sehingga memicu akar rumput untuk
menginisiasi timbulnya perda syariah. Kedua,
dimaknai sebagai bentuk gelombang ekstrimisasi
dan fundamentalisme baru dalam Islam yang
menolak adanya multiintepretasi dalam ajaran
agama dan berusaha menerapkan ajaran Islam
secara kontekstual. Akibatnya yang menjadi
korban adalah wanita, nonmuslim, maupun
Muslim sendiri yang tidak mempunyai
pemahaman sama. Ketiga, pendanaan dan

1 Nadirsyah Hosen. “Religion and the Indonesian
Constitution: A Recent Debate”. Journal of Southeast Asian Studies
36, no. 3 (2005): 419–440. Printed in the United Kingdom, 419.

2 Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

3‘Keterangan Pers Presiden Joko Widodo tentang
Penghapusan Perda Bermasalah’, Senin, 13 Juni 2016, di Istana
Merdeka, Jakarta, setkab.go.id.

4‘MUI tak Setuju Penghapusan Perda Syariah’ Khazanah,
Republika.co.id, Rabu, 22 Juni 2016.; ‘Menteri Tjahjo: Tak Ada
Penghapusan Perda Syariat’ Tempo.co, Kamis, 16 Juni 2016.

5 Komnas Perempuan ibid.
6Wasisto Raharjo Jati. “Permasalahan Implementasi Perda

Syariah Dalam Otonomi Daerah”. Jurnal Al Manahij 7, no. 2
(2013): 305-318.

7 Jati, ibid., 312
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konsolidasi merupakan upaya politik pragmatis
yang dilakukan oleh para elite politik dalam
mendekati para tokoh Islam yang memiliki basis
massa besar dan memiliki dana melimpah. Maka
penerapan perda syariah sendiri merupakan dari
bagian upaya kongkalingkong politik untuk
menyenangkan para tokoh Muslim tersebut.8

Dalam kajian lainnya seperti dilakukan
Suismanto di Tasikmalaya, disebutkan penerapan
perda syariah tidak lebih dari upaya elite politik
untuk melakukan pencitraan dan mengembalikan
romantisme nuansa islami dalam masyarakat
sebagai upaya pengalihan isu terhadap korupsi
dalam pemerintahan. Oleh karena itulah, syariah
kemudian menjadi alat politik canggih bagi
kelompok kepentingan tertentu untuk
melaksanakan agenda tertentu. Maka daripada
memuat substansi untuk membina umat Islam
di Indonesia agar sesuai dengan agama, perda
syariah lebih layak digunakan sebagai alat
kooptasi terhadap kepentingan tertentu. Perda
syariah dalam pandangan Suimanto hanya ramai
di ruang para penguasa daerah, namun menjadi
sunyi ketika dihadapkan pada publik. Hingga saat
ini, relevansinya masih menjadi pertanyaan besar
bagi masyarakat daerah yang memandang
urgensi diundangkannya syariah.9

Lebih jauh menurut Suismanto, daripada
memberi identitas syariah dalam produk perda
yang secara riil, justru memberikan batasan-
batasan pada masyarakat untuk beraktivitas.
Nuansa kaku dan konservatif masih termaktub
dalam substansi perda syariah yang senyata
memberikan efek marjinalisasi kepada pihak
tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi
proses legalisasi syariah tidak berlangsung dalam
dua arah, namun searah untuk mengatur
masyarakat dan tidak kepada pemimpin. Kepala
daerah merasa tidak wajib menjalankan syariah
karena kapasitasnya sebagai ulul amri yang
menuntut kesetiaan warganya. Maka jika
demikian, perda syariah merupakan gaya baru
kepala daerah untuk berkuasa dengan
memanfaatkan agama sebagai identitas
kekuasaannya.10

Pengamatan serupa juga tampak dalam

risalah Muhtada yang mensinyalir ada tiga
persoalan dalam perda syariah.11Persoalan
pertama menyangkut diskriminasi. Dengan
mengutip Crouch (2009) Muhtada menyebutkan
bahwa beberapa perda syariah terkesan
mendiskriminasi perempuan dan kelompok-
kelompok minoritas. Perda Propinsi Gorontalo
No. 10/2003 tentang Pencegahan Maksiat,
misalnya, mendiskriminasi perempuan sebagai
obyek peraturan. Pasal 6 perda tersebut
menyebutkan bahwa perempuan dilarang berada
di luar rumah tanpa muhrim antara jam 12
malam sampai jam 4 pagi (ayat 1). Pasal tersebut
juga mewajibkan perempuan untuk berpakaian
sopan di tempat umum (ayat 2). Aturan-aturan
serupa tidak berlaku bagi laki-laki. Peraturan
tentang larangan beraktivitas bagi penganut
Ahmadiyah di beberapa daerah juga merupakan
contoh dari adanya problem diskriminasi ini. Ini
misalnya dapat dilihat pada Peraturan Gubernur
Sumatra Barat No. 17/2011, Peraturan Gubernur
Jambi No. 27/2011, Peraturan Bupati Pandeglang
No. 5/2011, dan Peraturan Bupati Bekasi No. 11/
2011.

Persoalan kedua terkait kualitas peraturan
daerah. Tidak sedikit di antara perda-perda
tersebut yang pasal-pasalnya merupakan hasil
“copy-paste” dari pasal-pasal serupa di undang-
undang atau perda-perda sejenis. Ini dapat
ditemukan, misalnya dalam kasus perda-perda
zakat. Contohnya, bunyi Pasal 3 Perda Kota
Padang Panjang No. 7/2008 serupa dengan bunyi
Pasal 3 Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 31/
2003, Pasal 2 Perda Kota Padang No. 2/2010, Pasal
2 Perda Kabupaten Purwakarta No. 3/2007, dan
Pasal 2 Perda Kota Cimahi No. 2/2008. Bunyi Pasal
4 Perda Kota Padang Panjang No. 7/2008 juga
memiliki kesamaan dengan bunyi Pasal 3 Perda
Kabupaten Solok Selatan No. 18/2006, Pasal 3
Perda Kabupaten Solok Perda No. 13/2003, dan
Pasal 3 Perda Kabupaten Sumedang No. 1/2011.
Masih banyak contoh-contoh kemiripan antar
pasal dalam perda-perda zakat. Hal serupa juga
bisa ditemukan untuk perda-perda tentang
Madrasah Diniyah, baca tulis Al-Quran, serta
busana Muslim. Kemiripan-kemiripan pasal antar
perda sejenis ini mengisyaratkan bahwa perda-
perda tersebut disusun tanpa proses kajian yang
mendalam. Para pengusul dan atau pengambil

8 Jati, ibid.312
9 Suismanto. “Perda Syariah dan Problematikanya (Kasus di

Tasikmalaya)”. Aplikasia, Jurnal Ilmu-ilmu Agama 8, no. 1 Juni
(2007): 30-42.

10 Suismanto, ibid. 11Muhtada, op.cit., 7-8.
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kebijakan tekesan hanya meng-copy kebijakan dari
daerah lain tanpa mengkaji apakah peraturan
tersebut benar-benar dibutuhkan serta bisa
diterapkan secara efektif dan efisien oleh
pemerintah daerah setempat.12

Persoalan ketiga adalah persoalan
implementasi perda syariah. Hingga kini,
penerapan perda syariah masih menjadi tanda
tanya besar. Sebagaimana yang telah disebutkan
di atas, sangat sedikit, jika malah belum ada,
kajian yang efektif tentang penerapan perda
syariah di Indonesia. Perda Madrasah Diniyah
di beberapa tempat di Jawa Barat, misalnya, masih
menyisakan persoalan implementatif setelah
bertahun-tahun perda-perda tersebut disahkan.
Demikian pula halnya dengan ketentuan
menyertakan sertifikat baca tulis Al-Quran bagi
siswa yang mau melanjutkan ke jenjang di
atasnya. Ketentuan tersebut baru sampai pada
tataran “hitam di atas putih”, belum sampai pada
tataran implementasi. Akhirnya, perda-perda
tersebut hanya kuat di wacana, namun lemah di
pelaksanaan.

Berangkat dari kondisi tersebut, yaitu kajian-
kajian yang melihat perda syariah secara kritis
dan cendrung problematik maka penting
tampaknya untuk melakukan kajian baru,
terutama dalam lokus yang lebih terbatas dan
perspektif yang berbeda mengenai implementasi
perda syariah.

Artikel ini fokus utamanya adalah mengenai
perda syariah di Kabupaten Sukabumi dalam
perspektif demokrasi. Sukabumi memiliki dua
perda bernuansa syariah yang cukup kental.
Perda nomor 11 tahun 2005 tentang penertiban
minuman beralkohol dan perda nomor 12 tahun
2005 tentang pengelolaan Zakat. Berangkat dari
pernyataan dalam fokus permasalahan, maka
pertanyaan dalam artikel ini adalah (1) Bagaimana
kehadiran perda syariah di Sukabumi dalam
konteks refresentasi demokrasi? (2) Bagaimana
kehadiran perda syariah di sukabumi dalam
konteks akuntabilitas demokrasi?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
tersebut, penyusun menggunakan pendekatan
kualitatif. Observasi dan wawancara mendalam
dilakukan kepada beberapa narasumber dalam
kurun tahun 2015 sampai pertengahan tahun
2016. Data penting yang diperoleh dalam bentuk

dokumen adalah salinan perda syariah di
Kabupaten Sukabumi. Juga data-data lainnya
dari Kemenag Kabupaten Sukabumi. Data-data
yang diperoleh diolah secara kualitatif.

B. KAJIAN TEORI
Demokrasi

Ada tiga teori demokratisasi: Pertama,
pendekatan prosedural yang melihat proses
konsolidasi demokrasi sebagai efektivitas dan
stabilitas fungsi institusi-institusi politik. Indikasi
bahwa sebuah negara sudah mencapai tahap
konsolidasi demokrasi adalah dengan “two turn-
over tests,” yaitu ketika sudah terjadi pergantian
kekuasan dua kali kepada penguasa yang berbeda,
secara damai melalui pemilu yang jujur dan adil.13

Kabupaten Sukabumi pada saat perda ini
digulirkan baru periode pertama diera reformasi.
Namun semangat perubahan tampak sangat kuat
yang dalam telaahan Mujani dan Lidle,14

merupakan kewajaran sejarah. Umat Islam di
Kabupaten Sukabumi di era orde baru kerap sekali
merasa terpinggirkan bahkan terabaikan porsi
mereka akibat kebijaan politik dewasa itu.
Keadaan ini serupa dengan analisis Suhani di
Timur tengah ketika melihat perjuangan Islamis
dalam memperjuangkan kesejatian dirinya untuk
berislam secara kaffah.15

Kedua, pendekatan elitis yang melihat
indikasi dari suatu konsolidasi demokrasi
berdasarkan perilaku politik dan interaksi antara
aktor-aktor serta kelompok-kelompok sosial yang
relevan yang terlibat dalam proses tersebut.
Dalam demokrasi yang sudah terkonsolidasi,
dalam kacamata pendekatan ini, akan tercapai
apabila aktor-aktor utama di atas sudah dapat
menerima aturan main politik—desain institusi
politik—dan mengikuti aturan main yang ada
tersebut. Dalam kacamata teori-elit, kelompok elit
memiliki posisi strategis bukan hanya secara
empirik, melainkan juga secara normatif, sebab
publik, atau massa tidak pernah memiliki
komitmen yang konsisten terhadap suatu

12 Lihat juga laporan Komnas Perempuan 2010.

13Ahmad Norma Permata, Perda syariah Islam, rekayasa
institusional dan masa depan demokrasi (Institut für
Politikwissenschaft Westfälische Wilhelms-Universtät
Scharnhorstraße 100 48043 - Münster Deutschland), 7.

14R. William Liddle. “New Pattern of Islamic Politics in
Democratic Indonesia.” Asia Program Special Report, No. 10 (April
2003). www.csi.edu/topics/pubs/asiarpt_110.pdf.

15Emad El-Din Shahin, Political Ascent: Contemporary Islamic
Movements in North Africa (Boulder: Westview Press, 1998).
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persoalan. Sikap masyarakat cenderung pasif, cair
dan berubah-ubah dalam menanggapi berbagai
persoalan. Hal ini karena pada dasarnya massa
tidak memiliki kapasitas untuk memahami dan
mengevaluasi perkembangan yang ada secara
mendalam, dan hanya mencerap informasi dari
media atau dari lingkungan yang biasanya
bersifat artifisial.16

Ketiga, pendekatan budaya politik yang
menganggap demokrasi mencapai tahap yang
mapan apabila nilai-nilai demokrasi sudah
tumbuh dan berkembang di masyarakat. Analisis
Survey menjadi alat utama dalam memantau
perkembangan yang ada. Permata, mengutip dari
Almond dan Verba (1963), budaya sipil
merupakan faktor penentu perkembangan dan
stabilitas demokrasi. Ada  tiga tahapan dalam
perkembangan budaya sipil: pertama, parokhial,
di mana masyarakat belum memiliki kesadaran
diferensiasi sistem politik, yaitu ketika sistem
politik masih belum bisa dibedakan dengan sistem
agama atau sistem kultur yang lain; kedua,
subjek, yaitu ketika masyarakat sudah memiliki
kesadaran defensiasi sistem politik serta aktif
berpartisipasi dalam institusi dan proses politik
namun belum memiliki kesadaran maupun
keterlibatan dalam pembuatan sistem itu sendiri
(input side).17

Menurut Permata, ada dua konsep yang
biasanya dijadikan ukuran oleh para pemikir ilmu
politik dalam melihat kualitas sebuah demokrasi,
yang dalam konteks ini bisa juga digunakan
untuk mengidentifikasi keberhasilan sebuah
proses demokratisasi. Pertama, nilai representasi
(representativeness) melihat kualitas sebuah
demokrasi diukur dari sejauh mana kebijakan-
kebijakan pemerintah yang ada mencerminkan
aspirasi politik (political preferences) masyarakat
atau konstituen. Definisi demokrasi seperti yang
diajukan Powel (dalam Permata), adalah
pemerintahan di tangan rakyat; sehingga tidak
bisa tidak sebuah pemerintahan yang demokratis
harus mencerminkan keinginan dari rakyat.
Pemerintah adalah wakil-rakyat, dan tugas
mereka adalah menjalankan apa yang
dikehendaki rakyat.18

Parameter kedua dari keberhasilan sebuah
proses demokratisasi, atau produk dari sebuah

sistem demokrasi yang baik adalah bahwa
pemerintah yang ada harus akuntabel, dalam
pengertian bahwa kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan benar-benar menjawab kebutuhan
rakyat. Dalam penjelasan Schumpeter (dalam
Permata), demokrasi merupakan sistem politik
dimana para pemegang kekuasaan
mempertanggungjawabkan yang mereka
lakukan kepada rakyatnya; rakyat akan
menetukan penilaian mereka melalui pemilihan,
pemerintah yang dianggap memenuhi kebutuhan
akan didukung terus, sedangkan pemerintah
yang terbukti gagal memenuhi kebutuhan
masyarakat akan kehilangan dukungan dan
automatis kehilangan posisi sebagai pengambil
kebijakan.19

Perda Syariah
Perda syariah dalam artikel ini seperti yang

diungkapkan oleh Muhtada sebagai setiap
peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah yang secara langsung maupun tidak
langsung terkait, atau setidak-tidaknya dianggap
terkait, dengan hukum atau norma-norma ke-
Islaman”. Menurut Muhtada, Definisi ini
mengisyaratkan bahwa apa yang disebut dengan
perda syariah ada kalanya terkait langsung
dengan hukum Islam. Tetapi, ada pula yang
sesunguhnya tidak ada kaitannya secara
langsung dengan hukum Islam.20

Fokus permasalahan yang diatur dalam
peraturan bernuansa syariah cukup beragam.
Ditinjau dari kategorisasinya, meliputi perda
syariah tentang moralitas, perda mengatur soal
zakat, perda terkait dengan keimanan Islam,
perda terkait dengan keuangan Islam, perda
terkait dengan pendidikan Islam, perda terkait
dengan busana Muslim, serta perda terkait
dengan aturan-aturan di luar keenam hal di atas.
Urutan inimenunjukan refresentasi jumlah
kategori seperti yang ditunjukkan Muhtada,21

dalam tabel berikut.

16 Permata. Loc.cit., 7.
17 Ibid, 7.
18 Ibid, 9.

19Ibid, 10.
20 Dani Muhtada. “Perda Syariah di Indonesia: Penyebaran,

Problem, dan Tantangannya”. Makalah dalam orasi ilmiah dalam
rangka Dies Natalis VII Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang pada tanggal 4 Desember 2014 di Semarang, 2.

21Ibid., 3
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kebijakan tekesan hanya meng-copy kebijakan dari
daerah lain tanpa mengkaji apakah peraturan
tersebut benar-benar dibutuhkan serta bisa
diterapkan secara efektif dan efisien oleh
pemerintah daerah setempat.12

Persoalan ketiga adalah persoalan
implementasi perda syariah. Hingga kini,
penerapan perda syariah masih menjadi tanda
tanya besar. Sebagaimana yang telah disebutkan
di atas, sangat sedikit, jika malah belum ada,
kajian yang efektif tentang penerapan perda
syariah di Indonesia. Perda Madrasah Diniyah
di beberapa tempat di Jawa Barat, misalnya, masih
menyisakan persoalan implementatif setelah
bertahun-tahun perda-perda tersebut disahkan.
Demikian pula halnya dengan ketentuan
menyertakan sertifikat baca tulis Al-Quran bagi
siswa yang mau melanjutkan ke jenjang di
atasnya. Ketentuan tersebut baru sampai pada
tataran “hitam di atas putih”, belum sampai pada
tataran implementasi. Akhirnya, perda-perda
tersebut hanya kuat di wacana, namun lemah di
pelaksanaan.

Berangkat dari kondisi tersebut, yaitu kajian-
kajian yang melihat perda syariah secara kritis
dan cendrung problematik maka penting
tampaknya untuk melakukan kajian baru,
terutama dalam lokus yang lebih terbatas dan
perspektif yang berbeda mengenai implementasi
perda syariah.

Artikel ini fokus utamanya adalah mengenai
perda syariah di Kabupaten Sukabumi dalam
perspektif demokrasi. Sukabumi memiliki dua
perda bernuansa syariah yang cukup kental.
Perda nomor 11 tahun 2005 tentang penertiban
minuman beralkohol dan perda nomor 12 tahun
2005 tentang pengelolaan Zakat. Berangkat dari
pernyataan dalam fokus permasalahan, maka
pertanyaan dalam artikel ini adalah (1) Bagaimana
kehadiran perda syariah di Sukabumi dalam
konteks refresentasi demokrasi? (2) Bagaimana
kehadiran perda syariah di sukabumi dalam
konteks akuntabilitas demokrasi?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
tersebut, penyusun menggunakan pendekatan
kualitatif. Observasi dan wawancara mendalam
dilakukan kepada beberapa narasumber dalam
kurun tahun 2015 sampai pertengahan tahun
2016. Data penting yang diperoleh dalam bentuk

dokumen adalah salinan perda syariah di
Kabupaten Sukabumi. Juga data-data lainnya
dari Kemenag Kabupaten Sukabumi. Data-data
yang diperoleh diolah secara kualitatif.

B. KAJIAN TEORI
Demokrasi

Ada tiga teori demokratisasi: Pertama,
pendekatan prosedural yang melihat proses
konsolidasi demokrasi sebagai efektivitas dan
stabilitas fungsi institusi-institusi politik. Indikasi
bahwa sebuah negara sudah mencapai tahap
konsolidasi demokrasi adalah dengan “two turn-
over tests,” yaitu ketika sudah terjadi pergantian
kekuasan dua kali kepada penguasa yang berbeda,
secara damai melalui pemilu yang jujur dan adil.13

Kabupaten Sukabumi pada saat perda ini
digulirkan baru periode pertama diera reformasi.
Namun semangat perubahan tampak sangat kuat
yang dalam telaahan Mujani dan Lidle,14

merupakan kewajaran sejarah. Umat Islam di
Kabupaten Sukabumi di era orde baru kerap sekali
merasa terpinggirkan bahkan terabaikan porsi
mereka akibat kebijaan politik dewasa itu.
Keadaan ini serupa dengan analisis Suhani di
Timur tengah ketika melihat perjuangan Islamis
dalam memperjuangkan kesejatian dirinya untuk
berislam secara kaffah.15

Kedua, pendekatan elitis yang melihat
indikasi dari suatu konsolidasi demokrasi
berdasarkan perilaku politik dan interaksi antara
aktor-aktor serta kelompok-kelompok sosial yang
relevan yang terlibat dalam proses tersebut.
Dalam demokrasi yang sudah terkonsolidasi,
dalam kacamata pendekatan ini, akan tercapai
apabila aktor-aktor utama di atas sudah dapat
menerima aturan main politik—desain institusi
politik—dan mengikuti aturan main yang ada
tersebut. Dalam kacamata teori-elit, kelompok elit
memiliki posisi strategis bukan hanya secara
empirik, melainkan juga secara normatif, sebab
publik, atau massa tidak pernah memiliki
komitmen yang konsisten terhadap suatu

12 Lihat juga laporan Komnas Perempuan 2010.

13Ahmad Norma Permata, Perda syariah Islam, rekayasa
institusional dan masa depan demokrasi (Institut für
Politikwissenschaft Westfälische Wilhelms-Universtät
Scharnhorstraße 100 48043 - Münster Deutschland), 7.

14R. William Liddle. “New Pattern of Islamic Politics in
Democratic Indonesia.” Asia Program Special Report, No. 10 (April
2003). www.csi.edu/topics/pubs/asiarpt_110.pdf.

15Emad El-Din Shahin, Political Ascent: Contemporary Islamic
Movements in North Africa (Boulder: Westview Press, 1998).
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persoalan. Sikap masyarakat cenderung pasif, cair
dan berubah-ubah dalam menanggapi berbagai
persoalan. Hal ini karena pada dasarnya massa
tidak memiliki kapasitas untuk memahami dan
mengevaluasi perkembangan yang ada secara
mendalam, dan hanya mencerap informasi dari
media atau dari lingkungan yang biasanya
bersifat artifisial.16

Ketiga, pendekatan budaya politik yang
menganggap demokrasi mencapai tahap yang
mapan apabila nilai-nilai demokrasi sudah
tumbuh dan berkembang di masyarakat. Analisis
Survey menjadi alat utama dalam memantau
perkembangan yang ada. Permata, mengutip dari
Almond dan Verba (1963), budaya sipil
merupakan faktor penentu perkembangan dan
stabilitas demokrasi. Ada  tiga tahapan dalam
perkembangan budaya sipil: pertama, parokhial,
di mana masyarakat belum memiliki kesadaran
diferensiasi sistem politik, yaitu ketika sistem
politik masih belum bisa dibedakan dengan sistem
agama atau sistem kultur yang lain; kedua,
subjek, yaitu ketika masyarakat sudah memiliki
kesadaran defensiasi sistem politik serta aktif
berpartisipasi dalam institusi dan proses politik
namun belum memiliki kesadaran maupun
keterlibatan dalam pembuatan sistem itu sendiri
(input side).17

Menurut Permata, ada dua konsep yang
biasanya dijadikan ukuran oleh para pemikir ilmu
politik dalam melihat kualitas sebuah demokrasi,
yang dalam konteks ini bisa juga digunakan
untuk mengidentifikasi keberhasilan sebuah
proses demokratisasi. Pertama, nilai representasi
(representativeness) melihat kualitas sebuah
demokrasi diukur dari sejauh mana kebijakan-
kebijakan pemerintah yang ada mencerminkan
aspirasi politik (political preferences) masyarakat
atau konstituen. Definisi demokrasi seperti yang
diajukan Powel (dalam Permata), adalah
pemerintahan di tangan rakyat; sehingga tidak
bisa tidak sebuah pemerintahan yang demokratis
harus mencerminkan keinginan dari rakyat.
Pemerintah adalah wakil-rakyat, dan tugas
mereka adalah menjalankan apa yang
dikehendaki rakyat.18

Parameter kedua dari keberhasilan sebuah
proses demokratisasi, atau produk dari sebuah

sistem demokrasi yang baik adalah bahwa
pemerintah yang ada harus akuntabel, dalam
pengertian bahwa kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan benar-benar menjawab kebutuhan
rakyat. Dalam penjelasan Schumpeter (dalam
Permata), demokrasi merupakan sistem politik
dimana para pemegang kekuasaan
mempertanggungjawabkan yang mereka
lakukan kepada rakyatnya; rakyat akan
menetukan penilaian mereka melalui pemilihan,
pemerintah yang dianggap memenuhi kebutuhan
akan didukung terus, sedangkan pemerintah
yang terbukti gagal memenuhi kebutuhan
masyarakat akan kehilangan dukungan dan
automatis kehilangan posisi sebagai pengambil
kebijakan.19

Perda Syariah
Perda syariah dalam artikel ini seperti yang

diungkapkan oleh Muhtada sebagai setiap
peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah yang secara langsung maupun tidak
langsung terkait, atau setidak-tidaknya dianggap
terkait, dengan hukum atau norma-norma ke-
Islaman”. Menurut Muhtada, Definisi ini
mengisyaratkan bahwa apa yang disebut dengan
perda syariah ada kalanya terkait langsung
dengan hukum Islam. Tetapi, ada pula yang
sesunguhnya tidak ada kaitannya secara
langsung dengan hukum Islam.20

Fokus permasalahan yang diatur dalam
peraturan bernuansa syariah cukup beragam.
Ditinjau dari kategorisasinya, meliputi perda
syariah tentang moralitas, perda mengatur soal
zakat, perda terkait dengan keimanan Islam,
perda terkait dengan keuangan Islam, perda
terkait dengan pendidikan Islam, perda terkait
dengan busana Muslim, serta perda terkait
dengan aturan-aturan di luar keenam hal di atas.
Urutan inimenunjukan refresentasi jumlah
kategori seperti yang ditunjukkan Muhtada,21

dalam tabel berikut.

16 Permata. Loc.cit., 7.
17 Ibid, 7.
18 Ibid, 9.

19Ibid, 10.
20 Dani Muhtada. “Perda Syariah di Indonesia: Penyebaran,

Problem, dan Tantangannya”. Makalah dalam orasi ilmiah dalam
rangka Dies Natalis VII Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang pada tanggal 4 Desember 2014 di Semarang, 2.

21Ibid., 3
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Tabel 1. Kategorisasi dan Jumlah Perda Syariah

Sumber: Dani Muhtada (2014)

Perkembangan peraturan bernuansa syariah
dalam telaahan Muhtada menunjukan pola
penyebaran vertikal dan horizontal.22 Penyebaran
vertikal merujuk pada penyebaran perda syariah
dari level nasional ke level provinsi, kabupaten,
dan kota. Atau sebaliknya, dari level kabupaten
dan kota, naik ke level provinsi atau nasional.
Ini misalnya tampak pada pola penyebaran perda
zakat. Perda-perda zakat di Indonesia muncul
setelah diundangkannya UU No. 38/1999 tentang
pengelolaan zakat. Setelah undang-undang ini
muncul, berbagai macam perda tentang zakat
pun turut bermunculan di berbagai daerah di
Indonesia. Perda zakat muncul pertama kali di
Kota Cilegon pada tahun 2001, kemudian
menyebar ke lebih dari 61 wilayah pemerintah
daerah di 20 provinsi pada tahun 2012. Perda-
perda zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah
daerah ini pada umumnya berisi
“penyempurnaan” terhadap berbagai klausul
yang dimuat dalam UU No. 38/1999.

Menurut Muhtada ada tiga
“penyempurnaan” content yang dibawa oleh
perda-perda zakat tersebut. Pertama, penguatan
lembaga-lembaga zakat yang disponsori oleh
pemerintah. Hampir semua perda zakat
mengisyaratkan dukungan pemerintah daerah
dalam bentuk dana operasional bagi Badan Amil
Zakat. Klausul yang menyebutkan dukungan
serupa tidak ditemukan dalam UU No. 38/1999
tentang pengelolaan zakat. Kedua, penguatan
akuntabilitas pengelolaan zakat. Dalam UU No.
38/1999, Badan Amil Zakat diwajibkan
memberikan laporan tahunan kepada DPR atau
DPRD sesuai dengan tingkatannya (Pasal 19).
Dalam perda-perda zakat, kewajiban memberikan

laporan ini diperluas, tidak hanya kepada badan
legislatif (DPRD), namun juga eksekutif (Bupati
atau Walikota). Ketiga, penguatan sanksi bagi
pelanggar ketentuan undang-undang terkait
zakat. Dalam UU No. 38/1999, sanksi bagi
pelanggar ketentuan adalah kurungan tiga bulan
dan atau denda sebanyak-banyaknya tiga juta
rupiah. Dalam beberapa perda zakat yang
dikeluarkan pemerintah daerah, ketentuan
tentang denda diperberat hingga tiga puluh juta
rupiah, seperti tampak dalam perda zakat yang
dikeluarkan oleh pemerintah Kota Cimahi (Perda
No. 2/2008) dan Kabupaten Purwakarta (Perda
No. 3/2007). Menariknya, berbagai
penyempurnaan yang dilakukan oleh perda-perda
zakat di level kota dan kabupaten ini kemudian
diakomodasi dalam undang-undang zakat yang
baru (UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Ini artinya, proses penyebaran vertikal perda
zakat berangkat dari level pemerintahan di
tingkat nasional ke daerah, kemudian balik lagi
ke atas dari level pemerintahan daerah ke level
pemerintahan nasional.

Selain penyebaran vertikal, penyebaran perda
syariah di Indonesia juga menunjukkan pola
horizontal. Artinya, perda syariah menyebar
secara horizontal dari satu kabupaten atau kota
ke kabupaten atau kota lainnya. Kasus ini
tampak misalnya pada penyebaran perda tentang
Madrasah Diniyah. Tidak seperti perda zakat,
yang berangkat dari kemunculan regulasi serupa
di level nasional, perda Madrasah Diniyah
berangkat dari ketiadaan regulasi di tingkat
nasional yang secara khusus mengatur tentang
Madrasah Diniyah. Perda ini dimunculkan oleh
beberapa pemerintah daerah dalam rangka
meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam
bagi siswa didik di wilayah bersangkutan,
sekaligus memperkuat eksistensi Madrasah
Diniyah sebagai lembaga pendidikan agama
informal di tengah masyarakat. Di Jawa Barat,
misalnya, peraturan daerah tentang Madrasah
Diniyah pertama kali muncul di Kabupaten
Tasikmalaya pada tahun 2001, lalu menyebar
secara horizontal ke 15 kabupaten dan kota di
Jawa Barat, seperti Kabupaten Indramayu,
Kabupaten Cirebon, Kota Sukabumi, dan
Kabupaten Cianjur.

Dalam pengamatan Muhtada, Jawa Barat
dalam skala Nasional menempati urutan pertama
sebagai daerah yang produktif menerbitkan22 ibid., 4.
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Tabel 2. Penyebaran dan jumlah perda syariah

Sumber: Dani Muhtada (2014)

Jumlah yang spektakuler itu jelas
menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam
membingkai tatanan berkehidupan di wilayahnya
ada dalam kerangka syariah sebagai wujud
implementasi Islam yang totalitas.

Sukabumi dan Penerapan Perda Bernuansa
Syariah

Kabupaten Sukabumi adalah wilayah di
Barat Daya Jawa Barat dengan luas 3.934,47 km2

meliputi areal dataran tinggi dan pantai dimana
sebelah selatan berhadapan langsung dengan
Samudra Hindia.24Dari segi komposisi jumlah
penduduk yang pada tahun 2014 tercatat 2.438.389
jiwa,25 mayoritas adalah Islam. Dari segi warna
keorganisasian dan saluran politik, umat Islam
Sukabumi telah lama memperlihatkan minatnya
yang besar pada dimensi keIslaman. Dimasa orde
baru berkuasa misalnya, aspirasi politik umat
Islam ada dalam wadah Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) sebagai wadah aspirasi
politik umat Islam dewasa itu, dan selalu tampil
sebagai pemenang urutan kedua setelah kekuatan
orde baru.

Di era reformasi, saat pemilu pertama digelar
pasca kejatuhan orde baru nuansa keislaman

juga tampak menemukan ruangnya yang lebih
terbuka. Ini ditandai dengan pemenangan
pasangan kepala daerah yang diusung oleh partai
berorientasi Islam. Demikian pula dalam
pemilihan umum kepala daerah berikutnya.
Meskipun belum menjadi ukuran final terhadap
keberpihakan umat Islam Sukabumi terhadap
syariah, namun fenomena ini dapat dibaca masih
antusiasnya umat Islam Sukabumi terhadap
kewibawaan penegakan syariah sebagai
manifestasi keberislaman.26

Di masa awal kemerdekaan Indonesia, ulama
dan umat Islam di Sukabumi memiliki peran yang
tidak kalah pentingnya dalam dinamika politik
Nasional. Ketokohan K.H. Ahmad Sanusi untuk
umat Islam Sukabumi tidaklah diragukan lagi
kapasitasnya termasuk kiprahnya dalam
pergerakan. Nama tersebut lebih dikenal dengan
Ajengan Cantayan atau Ajengan Genteng atau
Ajengan Gunung Puyuh. Cantayan adalah
nama daerah tempat pesantren dimana K.H.
Ahmad Sanusi mengemban amanah risalah
dakwah sebelum pindah ke Genteng dan Gunung
Puyuh.27 Jadi untuk wilayah Sukabumi seperti
halnya di daerah Priangan nama tokoh agama
yang memiliki pesantren dan disebut ajengan
lebih sering disebutkan nama daerahnya ketimbang
namanya sendiri. Hal ini tampaknya untuk
menghormati ketokohan yang dimaksud karena
untuk menyebut nama adalah pamali (tabu) atau
kurang sopan.

Kharisma K.H. Ahmad Sanusi bekasnya
masih terasa sampai masa kini. Jejak
perjuangannya dalam bentuk pesantren dan
pemikirannya tentang Islam dapat terlihat dalam
kiprah generasi penerusnya terutama di Gunung
Puyuh. Bahkan pada tahun 2012 seminar tentang
usulan penetapan K.H. Ahmad Sanusi sebagai
pahlawan nasional telah dilakukan sekaligus
sebagai pemantapan draft usulan tersebut kepada
pemerintah dengan kajian utama dari Nina
Herlina Lubis sejarahwan Universitas
Padjadjaran.

Namun demikian, dalam pengamatan
penulis, bagi umat Islam Sukabumi kharisma kyai

23Ibid., 3; Lihat dan bandingkan dengan laporan Komnas
Perempuan tahun 2010 Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan
Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia tentang
peraturan daerah yang diskriminatif.

24 http://sukabumikab.go.id/home/page.php?id=7&q=Letak-
Geografis

25 Data dari disdukcapil Sukabumi http://
www.dukcapilkabsukabumi.org/ diunduh tanggal 14 Maret 2016.

26 Pemilukada tahun 2015 di Sukabumi dimenangkan oleh
dukungan partai nasionalis. Pada kali tersebut simbol Islam tidak
tampak cukup kuat untuk menggiring pemenangan pemilu.

27 Muhammad Iskandar, Para Pengemban Amanah: Pergulatan
Pemikiran Kyai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950 (Yogyakarta:
Mata Bangsa, 2001), 87.
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Tabel 1. Kategorisasi dan Jumlah Perda Syariah

Sumber: Dani Muhtada (2014)
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laporan ini diperluas, tidak hanya kepada badan
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Madrasah Diniyah. Tidak seperti perda zakat,
yang berangkat dari kemunculan regulasi serupa
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beberapa pemerintah daerah dalam rangka
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sekaligus memperkuat eksistensi Madrasah
Diniyah sebagai lembaga pendidikan agama
informal di tengah masyarakat. Di Jawa Barat,
misalnya, peraturan daerah tentang Madrasah
Diniyah pertama kali muncul di Kabupaten
Tasikmalaya pada tahun 2001, lalu menyebar
secara horizontal ke 15 kabupaten dan kota di
Jawa Barat, seperti Kabupaten Indramayu,
Kabupaten Cirebon, Kota Sukabumi, dan
Kabupaten Cianjur.

Dalam pengamatan Muhtada, Jawa Barat
dalam skala Nasional menempati urutan pertama
sebagai daerah yang produktif menerbitkan22 ibid., 4.
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syariah, namun fenomena ini dapat dibaca masih
antusiasnya umat Islam Sukabumi terhadap
kewibawaan penegakan syariah sebagai
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tidak kalah pentingnya dalam dinamika politik
Nasional. Ketokohan K.H. Ahmad Sanusi untuk
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kapasitasnya termasuk kiprahnya dalam
pergerakan. Nama tersebut lebih dikenal dengan
Ajengan Cantayan atau Ajengan Genteng atau
Ajengan Gunung Puyuh. Cantayan adalah
nama daerah tempat pesantren dimana K.H.
Ahmad Sanusi mengemban amanah risalah
dakwah sebelum pindah ke Genteng dan Gunung
Puyuh.27 Jadi untuk wilayah Sukabumi seperti
halnya di daerah Priangan nama tokoh agama
yang memiliki pesantren dan disebut ajengan
lebih sering disebutkan nama daerahnya ketimbang
namanya sendiri. Hal ini tampaknya untuk
menghormati ketokohan yang dimaksud karena
untuk menyebut nama adalah pamali (tabu) atau
kurang sopan.

Kharisma K.H. Ahmad Sanusi bekasnya
masih terasa sampai masa kini. Jejak
perjuangannya dalam bentuk pesantren dan
pemikirannya tentang Islam dapat terlihat dalam
kiprah generasi penerusnya terutama di Gunung
Puyuh. Bahkan pada tahun 2012 seminar tentang
usulan penetapan K.H. Ahmad Sanusi sebagai
pahlawan nasional telah dilakukan sekaligus
sebagai pemantapan draft usulan tersebut kepada
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Namun demikian, dalam pengamatan
penulis, bagi umat Islam Sukabumi kharisma kyai

23Ibid., 3; Lihat dan bandingkan dengan laporan Komnas
Perempuan tahun 2010 Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan
Diskriminasi dalam Tatanan Negara-Bangsa Indonesia tentang
peraturan daerah yang diskriminatif.

24 http://sukabumikab.go.id/home/page.php?id=7&q=Letak-
Geografis

25 Data dari disdukcapil Sukabumi http://
www.dukcapilkabsukabumi.org/ diunduh tanggal 14 Maret 2016.

26 Pemilukada tahun 2015 di Sukabumi dimenangkan oleh
dukungan partai nasionalis. Pada kali tersebut simbol Islam tidak
tampak cukup kuat untuk menggiring pemenangan pemilu.

27 Muhammad Iskandar, Para Pengemban Amanah: Pergulatan
Pemikiran Kyai dan Ulama di Jawa Barat, 1900-1950 (Yogyakarta:
Mata Bangsa, 2001), 87.
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atau tokoh agama Islam relatif merata. Artinya
tidak hanya terpusat pada salah satu pesantren
seperti Gunung Puyuh. Pesantren lainpun
memiliki kharisma setara seperti al Masturiyah
di Cisaat. Atau Asy-Syafi’iyah di Sukalarang.
Bahkan banyak juga mereka yang menjadi santri
dari Ajengan Jambudipa Cianjur.28

Nama-nama pesantren yang disebutkan di
atas adalah mereka yang dapat dikatakan sebagai
pesantren-pesantren yang telah cukup tua
kiprahnya di Sukabumi. Di masa sekarang
memang semakin tumbuh pola pesantren yang
akomodatif dengan kemajuan zaman. Pesantren-
pesantren baru bermunculan seperti di Renged
Kadudampit, di Cibadak atau di Kabandungan
dengan pola terpadu. Dan pesantren-pesantren
bersejarah itupun turut beradaptasi dengan
tuntutan masa sekarang sebagai upaya
memelihara eksistensi dalam jalur dakwah
maupun pendidikan.29

Pergerakan keagamaan di Sukabumi sendiri
cukup dinamis. Dan Ulama di Sukabumi melihat
hal tersebut sebagai bagian dari fastabikul khoirot.
Sejak masa pra kemerdekaan dinamika itu sudah
tampak. Jika di Majalengka ada K.H. Abdul Halim
yang dianggap peletak dasar modernisasi
pendidikan pesantren di Jawa Barat maka
sesungguhnya dalam irisan waktu yang sama di
Sukabumi Ajengan Cantayan pun melakukan
pola yang sama, yakni membentuk sistem kelas
untuk para santrinya dan bertempat di
Genteng.30Namun dalam pengamatan Iskandar
K.H. Ahmad Sanusi dianggap lebih tradisional
dibanding K.H. Abdul Halim dalam soal
penggunaan sumber pengajaranyang hanya
menggunakan kitab-kitab kuning klasik.Selain
modernisasi pesantren, kyai di Sukabumi juga
ada yang berjuang melalui jalur ‘amali, seperti
K.H. Muhammad Basuni dari Cipoho yang
menjadi ketua paguyuban pertanian dan
perdagangan dan bergerak dalam wadah Al
Ittihadiyah Islamiyah (AII).31

Atas keadaan itu maka tampak bahwa
terdapat hubungan yang erat antara kyai dengan

masyarakat muslim di Sukabumi karena mereka
para kyai tidak hanya berkutat dalam persoalan-
persoalan agama yang abstrak melainkan juga
yang aplikatif dengan kehidupan masyarakatnya
yang cenderung bertani. Tidak mengherankan
jika kedekatan ini membuahkan hubungan yang
solid baik mereka yang pernah menjadi muridnya
dengan cara nyantri ataupun tidak. Dalam kurun
tertentu apapun yang dikatakan kyai akan
didengar dan diikuti oleh masyarakat sebagai
bentuk ketaatan atas pemimpin agama. Bahkan
ketika kyainya sudah tidak berada ditempat,
seperti kasus K.H. Ahmad Sanusi yang pernah
dibuang oleh pemerintah kolonial ke Batavia
Centrum, namun ketika kyai mengkritik kebijakan
pemerintah terkait zakat yang harus disetor secara
vertikal dan dianggap menyalahi syariat oleh
K.H. Ahmad Sanusi difatwakan haram, maka
banyak masyarakat yang enggan menyetorkan
zakatnya melalui amil yang dibentuk
pemerintah.32

Dinamika kyai dalam politik juga tampak.
Rupanya sudah ada garis sejarah sejak K.H.
Ahmad Sanusi berbeda pendapat dengan Kyai
Iyek dari Pabuaran yang menjadi Kyai Kaum.
K.H. Ahmad Sanusi berbeda pendapat mengenai
selamatan kematian yang dilaksanakan tiga hari,
menurutnya itu makruh dan cenderung haram,
sementara Kyai Iyek berpendapat sah saja karena
itu sidkah. Konon pernah dipertemukan dalam
diskusi terbuka oleh pemerintah dan
kesepakatannya adalah K.H Ahmad Sanusi
menerima jika itu benar-benar sidkah dan tidak
memberatkan keluarga yang ditinggal mati.
Namun menurut Islandar persoalan
sesungguhnya bukan Karena perbedaan
pendapat dalam selametan, namun karena K.H.
Ahmad Sanusi yang pernah menjadi tokoh
Syarikat Islam fatwa-fatwanya banyak dijadikan
rujukan oleh murid-muridnya yang masih aktif
di SI dan menggerahkan penguasa waktu itu.
Sehingga setiap pengajian K.H. Ahmad Sanusi
selalu dihadiri oleh polisi.33

Satu hal yang menarik dalam dinamika Islam
dan Kyai di Sukabumi adalah meskipun
memperlihatkan pola hubungan yang kadang
dalam satu sisi begitu tajam namun dalam hal
kesepakatan untuk mendukung pemerintahan

28Kyai yang menjadi narasumber dalam wawancara
menyebutkan pilar-pilar utama (pesantren) dalam penyebaran
Islam di Sukabumi dan Cianjur.

29Wawancara dengan unsur Pontren Kemenag Kab.
Sukabumi (26 Februari 2016) dan data Pendidikan Islam
Kabupaten Sukabumi.

30Iskandar, ibid. 121.
31 Ibid 117.

32 Ibid. 119.
33 Ibid.
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yang sah dalam konteks keindonseiaan mereka
sepakat. Pernah muncul dugaan bahwa Kyai
Ahmad Sanusi akan rendering tidak suka
berkompromi dengan pihak Nasionalisme,
namun kenyataannya tidak demikian. Meskpun
pernah disuarakan untuk membentuk partai
sendiri bercirikan AII namun gagasan ini ditolak
dalam kongres ke-empat di Cianjur. Pemikiran
Kyai Ahmad Sanusi adalah umat Islam jangan
sampai terpecah, karena masa itu sudah banyak
partai benuansa Islam, dan banyak anggota atau
partisan AII yang juga aktif di PNI. Hal ini pula
yang meyakinkan umat Islam Sukabumi dan
sementara Kyai di Sukabumi yang tidak
mendukung atas makar yang dilakukan
Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dengan Darul
Islam-nya.34

Dinamika Islam di Sukabumi ini sampai
sekarang tampak terbuka. Sukabumi relatif
terbuka dengan gerakan-gerakan keislaman.
Ketika reformasi berlangsung, tampak
dimanfaatkan oleh elemen-elemen masyarakat
Islam Sukabumi untuk menunjukkan gairahnya
terhadap Islam. Aktifitas Jemaah Tabligh (Khuruj)
tampak mengemuka yang berpusat di Ciandam
Sukabumi, dan mendapat dukungan kyai seperti
dari Renged. Front Pembela Islam (FPI) juga
terbentuk dengan segera mengikuti daerah
lainnya. Gerakan Islam Reformis (Garis) juga
hadir sebagai bagian dari Garis Cianjur. Demikian
pula dengan Gabungan Organisasi Islam Bersatu
(GOIB), hadir sebagai bagian dari kesempatan
untuk membentuk organisasi yang bermuatan
Islam. Hadirnya organisasi-organisasi ini
terutama yang baru nampak sebagai respon atas
peluang demokrasi di era reformasi selain sebagai
kompensasi yang di masa orde baru organisasi
kemasyarakat dan kepemudaan cenderung
nasionalis seperti KNPI, Pemuda Pancasila,
Kosgoro atau lainnyasebagai underbow Golkar.35

Kabupaten Sukabumi sebagai bagian dari
geliat pembangunan dan kemajuan teknologi
seperti halnya daerah lain di Jawa Barat tidak
luput dari pengaruh buruk yang menjadi dampak

ikutan sebuah perubahan. Ketika upaya
pembangunan sumberdaya manusia digalakan
dengan membangun sekolah-sekolah inpres
(Instruksi Presiden) anak-anak di Sukabumi
orientasi belajarnya berubah dari pesantren ke
sekolah. Perubahan orientasi belajar inipun
dipengaruhi oleh kondisi umum perekonomian
dan sosial budaya di Sukabumi. Jika sampai
tahun 80-an pengaruh kaum santri (termasuk
kyai) masih demikian kuat terasa ditandai
misalnya dengan masih adanya kebanggaan pada
orang-orang tua yang non kaum santri (petani
atau pedagang) yang bermenantukan santri atau
kyai. Namun seiring dengan pembangunan yang
ditawarkan orde baru (meskipun terkesan tebang
pilih) orientasi ini berubah. Orang-orang yang
berlatar belakang non santri cenderung lebih
senang bermenantukan mereka yang sama-sama
pedagang atau Pegawai Negeri Sipil (guru) yang
dikirim pemerintah pusat sebagai dampak
kebijakan inpres.36

Perubahan orientasi inipun berpengaruh
terhadap pola pencarian kerja angkatan muda,
dari bertani ke industri. Gelombang urbanisasi
sejak tahun 80-an menjadi magnet yang besar
untuk mengubah kondisi ekonomi keluarga. Sisi
buruk dari aktifitas ini adalah masuknya
informasi baru dan gaya hidup baru pada
masyarakat Sukabumi. Jadi, tidak mengherankan
jika kemudian anak-anak muda termasuk dari
daerah pinggiran di Sukabumi mulai akrab
dengan minuman beralkohol dan perilaku
menyimpang lainnya.37

Dinamika orientasi angkatan muda dalam
perkembangan sosial ekonomi beririsan juga
dengan minat untuk mempertahankan identitas
Islam dalam simbol-simbol bermasyarakat
termasuk berpolitik. Jika di masa orde baru saluran
aspirasi politik berada dalam PPP, maka di era
reformasi pilihannya semakin terbuka. Hadirnya
PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang merupakan
transformasi dari PK (Partai Keadilan) banyak
dilirik angkatan muda yang mungkin
menganggap kendaraan lama tidak lagi fleksibel
dalam mewadahi kehadiranmereka yang
cenderung mempertahankan angkatan tua.34Ibid. juga dalam wawancara dengan beberapa pelaku sejarah

di masa itu di daerah Pajampangan yang menyatakan bahwa
Muslim di Sukabumi tidak pernah mendukung gerakan DI.

35Wawancara dengan aktifis organisasi tersebut, lihat juga
Martin Van Bruinessen, Rakyat Kecil, Islam dan Politik
(Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999),  265; Masad
Masrur. “Sejarah Singkat Komite Nasional Pemuda Indonesia”.
Tribun Menado, Selasa, 23 Juli 2013.

36Wawancara dengan narasumber tokoh di Sukabumi Selatan
(26 Februari, 26 Maret 2016).

37Wawancara (konfirmasi)  dengan narasumber angkatan muda
(26 Maret 2016).
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atau tokoh agama Islam relatif merata. Artinya
tidak hanya terpusat pada salah satu pesantren
seperti Gunung Puyuh. Pesantren lainpun
memiliki kharisma setara seperti al Masturiyah
di Cisaat. Atau Asy-Syafi’iyah di Sukalarang.
Bahkan banyak juga mereka yang menjadi santri
dari Ajengan Jambudipa Cianjur.28

Nama-nama pesantren yang disebutkan di
atas adalah mereka yang dapat dikatakan sebagai
pesantren-pesantren yang telah cukup tua
kiprahnya di Sukabumi. Di masa sekarang
memang semakin tumbuh pola pesantren yang
akomodatif dengan kemajuan zaman. Pesantren-
pesantren baru bermunculan seperti di Renged
Kadudampit, di Cibadak atau di Kabandungan
dengan pola terpadu. Dan pesantren-pesantren
bersejarah itupun turut beradaptasi dengan
tuntutan masa sekarang sebagai upaya
memelihara eksistensi dalam jalur dakwah
maupun pendidikan.29

Pergerakan keagamaan di Sukabumi sendiri
cukup dinamis. Dan Ulama di Sukabumi melihat
hal tersebut sebagai bagian dari fastabikul khoirot.
Sejak masa pra kemerdekaan dinamika itu sudah
tampak. Jika di Majalengka ada K.H. Abdul Halim
yang dianggap peletak dasar modernisasi
pendidikan pesantren di Jawa Barat maka
sesungguhnya dalam irisan waktu yang sama di
Sukabumi Ajengan Cantayan pun melakukan
pola yang sama, yakni membentuk sistem kelas
untuk para santrinya dan bertempat di
Genteng.30Namun dalam pengamatan Iskandar
K.H. Ahmad Sanusi dianggap lebih tradisional
dibanding K.H. Abdul Halim dalam soal
penggunaan sumber pengajaranyang hanya
menggunakan kitab-kitab kuning klasik.Selain
modernisasi pesantren, kyai di Sukabumi juga
ada yang berjuang melalui jalur ‘amali, seperti
K.H. Muhammad Basuni dari Cipoho yang
menjadi ketua paguyuban pertanian dan
perdagangan dan bergerak dalam wadah Al
Ittihadiyah Islamiyah (AII).31

Atas keadaan itu maka tampak bahwa
terdapat hubungan yang erat antara kyai dengan

masyarakat muslim di Sukabumi karena mereka
para kyai tidak hanya berkutat dalam persoalan-
persoalan agama yang abstrak melainkan juga
yang aplikatif dengan kehidupan masyarakatnya
yang cenderung bertani. Tidak mengherankan
jika kedekatan ini membuahkan hubungan yang
solid baik mereka yang pernah menjadi muridnya
dengan cara nyantri ataupun tidak. Dalam kurun
tertentu apapun yang dikatakan kyai akan
didengar dan diikuti oleh masyarakat sebagai
bentuk ketaatan atas pemimpin agama. Bahkan
ketika kyainya sudah tidak berada ditempat,
seperti kasus K.H. Ahmad Sanusi yang pernah
dibuang oleh pemerintah kolonial ke Batavia
Centrum, namun ketika kyai mengkritik kebijakan
pemerintah terkait zakat yang harus disetor secara
vertikal dan dianggap menyalahi syariat oleh
K.H. Ahmad Sanusi difatwakan haram, maka
banyak masyarakat yang enggan menyetorkan
zakatnya melalui amil yang dibentuk
pemerintah.32

Dinamika kyai dalam politik juga tampak.
Rupanya sudah ada garis sejarah sejak K.H.
Ahmad Sanusi berbeda pendapat dengan Kyai
Iyek dari Pabuaran yang menjadi Kyai Kaum.
K.H. Ahmad Sanusi berbeda pendapat mengenai
selamatan kematian yang dilaksanakan tiga hari,
menurutnya itu makruh dan cenderung haram,
sementara Kyai Iyek berpendapat sah saja karena
itu sidkah. Konon pernah dipertemukan dalam
diskusi terbuka oleh pemerintah dan
kesepakatannya adalah K.H Ahmad Sanusi
menerima jika itu benar-benar sidkah dan tidak
memberatkan keluarga yang ditinggal mati.
Namun menurut Islandar persoalan
sesungguhnya bukan Karena perbedaan
pendapat dalam selametan, namun karena K.H.
Ahmad Sanusi yang pernah menjadi tokoh
Syarikat Islam fatwa-fatwanya banyak dijadikan
rujukan oleh murid-muridnya yang masih aktif
di SI dan menggerahkan penguasa waktu itu.
Sehingga setiap pengajian K.H. Ahmad Sanusi
selalu dihadiri oleh polisi.33

Satu hal yang menarik dalam dinamika Islam
dan Kyai di Sukabumi adalah meskipun
memperlihatkan pola hubungan yang kadang
dalam satu sisi begitu tajam namun dalam hal
kesepakatan untuk mendukung pemerintahan

28Kyai yang menjadi narasumber dalam wawancara
menyebutkan pilar-pilar utama (pesantren) dalam penyebaran
Islam di Sukabumi dan Cianjur.

29Wawancara dengan unsur Pontren Kemenag Kab.
Sukabumi (26 Februari 2016) dan data Pendidikan Islam
Kabupaten Sukabumi.

30Iskandar, ibid. 121.
31 Ibid 117.

32 Ibid. 119.
33 Ibid.
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yang sah dalam konteks keindonseiaan mereka
sepakat. Pernah muncul dugaan bahwa Kyai
Ahmad Sanusi akan rendering tidak suka
berkompromi dengan pihak Nasionalisme,
namun kenyataannya tidak demikian. Meskpun
pernah disuarakan untuk membentuk partai
sendiri bercirikan AII namun gagasan ini ditolak
dalam kongres ke-empat di Cianjur. Pemikiran
Kyai Ahmad Sanusi adalah umat Islam jangan
sampai terpecah, karena masa itu sudah banyak
partai benuansa Islam, dan banyak anggota atau
partisan AII yang juga aktif di PNI. Hal ini pula
yang meyakinkan umat Islam Sukabumi dan
sementara Kyai di Sukabumi yang tidak
mendukung atas makar yang dilakukan
Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dengan Darul
Islam-nya.34

Dinamika Islam di Sukabumi ini sampai
sekarang tampak terbuka. Sukabumi relatif
terbuka dengan gerakan-gerakan keislaman.
Ketika reformasi berlangsung, tampak
dimanfaatkan oleh elemen-elemen masyarakat
Islam Sukabumi untuk menunjukkan gairahnya
terhadap Islam. Aktifitas Jemaah Tabligh (Khuruj)
tampak mengemuka yang berpusat di Ciandam
Sukabumi, dan mendapat dukungan kyai seperti
dari Renged. Front Pembela Islam (FPI) juga
terbentuk dengan segera mengikuti daerah
lainnya. Gerakan Islam Reformis (Garis) juga
hadir sebagai bagian dari Garis Cianjur. Demikian
pula dengan Gabungan Organisasi Islam Bersatu
(GOIB), hadir sebagai bagian dari kesempatan
untuk membentuk organisasi yang bermuatan
Islam. Hadirnya organisasi-organisasi ini
terutama yang baru nampak sebagai respon atas
peluang demokrasi di era reformasi selain sebagai
kompensasi yang di masa orde baru organisasi
kemasyarakat dan kepemudaan cenderung
nasionalis seperti KNPI, Pemuda Pancasila,
Kosgoro atau lainnyasebagai underbow Golkar.35

Kabupaten Sukabumi sebagai bagian dari
geliat pembangunan dan kemajuan teknologi
seperti halnya daerah lain di Jawa Barat tidak
luput dari pengaruh buruk yang menjadi dampak

ikutan sebuah perubahan. Ketika upaya
pembangunan sumberdaya manusia digalakan
dengan membangun sekolah-sekolah inpres
(Instruksi Presiden) anak-anak di Sukabumi
orientasi belajarnya berubah dari pesantren ke
sekolah. Perubahan orientasi belajar inipun
dipengaruhi oleh kondisi umum perekonomian
dan sosial budaya di Sukabumi. Jika sampai
tahun 80-an pengaruh kaum santri (termasuk
kyai) masih demikian kuat terasa ditandai
misalnya dengan masih adanya kebanggaan pada
orang-orang tua yang non kaum santri (petani
atau pedagang) yang bermenantukan santri atau
kyai. Namun seiring dengan pembangunan yang
ditawarkan orde baru (meskipun terkesan tebang
pilih) orientasi ini berubah. Orang-orang yang
berlatar belakang non santri cenderung lebih
senang bermenantukan mereka yang sama-sama
pedagang atau Pegawai Negeri Sipil (guru) yang
dikirim pemerintah pusat sebagai dampak
kebijakan inpres.36

Perubahan orientasi inipun berpengaruh
terhadap pola pencarian kerja angkatan muda,
dari bertani ke industri. Gelombang urbanisasi
sejak tahun 80-an menjadi magnet yang besar
untuk mengubah kondisi ekonomi keluarga. Sisi
buruk dari aktifitas ini adalah masuknya
informasi baru dan gaya hidup baru pada
masyarakat Sukabumi. Jadi, tidak mengherankan
jika kemudian anak-anak muda termasuk dari
daerah pinggiran di Sukabumi mulai akrab
dengan minuman beralkohol dan perilaku
menyimpang lainnya.37

Dinamika orientasi angkatan muda dalam
perkembangan sosial ekonomi beririsan juga
dengan minat untuk mempertahankan identitas
Islam dalam simbol-simbol bermasyarakat
termasuk berpolitik. Jika di masa orde baru saluran
aspirasi politik berada dalam PPP, maka di era
reformasi pilihannya semakin terbuka. Hadirnya
PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang merupakan
transformasi dari PK (Partai Keadilan) banyak
dilirik angkatan muda yang mungkin
menganggap kendaraan lama tidak lagi fleksibel
dalam mewadahi kehadiranmereka yang
cenderung mempertahankan angkatan tua.34Ibid. juga dalam wawancara dengan beberapa pelaku sejarah

di masa itu di daerah Pajampangan yang menyatakan bahwa
Muslim di Sukabumi tidak pernah mendukung gerakan DI.

35Wawancara dengan aktifis organisasi tersebut, lihat juga
Martin Van Bruinessen, Rakyat Kecil, Islam dan Politik
(Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999),  265; Masad
Masrur. “Sejarah Singkat Komite Nasional Pemuda Indonesia”.
Tribun Menado, Selasa, 23 Juli 2013.

36Wawancara dengan narasumber tokoh di Sukabumi Selatan
(26 Februari, 26 Maret 2016).

37Wawancara (konfirmasi)  dengan narasumber angkatan muda
(26 Maret 2016).
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Pengalaman politik ini terlihat dalam tiga periode
PKS mendominasi pemenangan kadernya dalam
pemilukada, kecuali pemilukada tahun 2015
kemarin.38

Kondisi-kondisi ini barangkali bisa
menjelaskan bagiaman konteks sosial budaya dan
konteks politik di Sukabumi yang cenderung
apresiatif dan bahkan proaktif dalam
memanfaatkan peluang reformasi dengan
demokrasi yang semakin terbuka untuk
memasukan unsur Islam dalam tatanan
pemerintahan di Sukabumi.

Substansi Perda Syariah di Sukabumi
Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 11

Tahun 2005 mengatur tentang penertiban
minuman beralkohol. Dilihat dari semangat
umum yang dapat diambil dari tujuan
pengaturan penertiban minuman beralkohol,
sejatinya perda ini dapat saja dikatakan sebagai
perda yang tidak memiliki hubungan dengan
penegakan syariah. Karena pada dasarnya dapat
dikaitkan dengan regulasi lain mengenai
perdagangan atau kesehatan maupun ketertiban
umum misalnya, terutama melihat poin
menimbang butir (a) yang menyatakan:

“bahwa Minuman Beralkohol dapat
menimbulkan gangguan mental organik, yaitu
gangguan dalam berfikir, berperasaaan dan
berperilaku yang mengancam kehidupan masa
depan generasi bangsa serta mengganggu
keamanan dan ketertiban yang menjadi salah satu
faktor terjadinya tindakan asusila, kekerasan dan
kriminalitas.”39

Namun pada poin menimbang butir (b)
nuansa syariah muncul bahwa diantara perlunya
perda ini adalah mengakomodir aspirasi umat
Islam yang berjumlah mayoritas mencapai 99,6
% dari seluruh penduduk Kabupaten Sukabumi.

“bahwa aspirasi umat dalam penegakan
syariat Islam di Kabupaten Sukabumi yang
berpenduduk 99,6 % beragama Islam mendesak
dilakukannya penertiban dan pengaturan

mengenai Amar Ma’ruf Nahyi Munkar,
pemberantasan Munkarot dan kemaksiatan di
Kabupaten Sukabumi.”40

Semangat yang terkandung dalam huruf (b)
ini sangat kuat nuansa keberIslamannya. Selain
dari mengunakan term-term agama Islam, juga
dengan menunjukkan data bahwa umat Islam
adalah mayoritas. Semangat ini menjadi aspirasi
keberagamaan sekaligus keprihatinan sosial atas
maraknya peredaran Minuman Beralkohol yang
dapat dengan mudah diperoleh bahkan sampai
ke pelosok daerah. Lain dari itu, Kabupaten
Sukabumi memiliki asset wisata alam yang
menjadi destinasi pengunjung seperti Pantai
Pelabuhan Ratu, Pantai Ujung Genteng serta
Wisata alam pegunungan di kaki Gunung Gede
Pangrango. Hadirnya pusat-pusat wisata ini
menarik minat pihak tertentu untuk berjualan
dan diantara yang mereka jual adalah minuman
beralkohol. Selain di kawasan wisata, penjualan
minuman beralkohol juga dapat ditemukan pada
kios-kios jamu di pinggir jalan. Bahkan pada
tahun 1985-an, minuman beralkohol hasil
permentasi dari anggur dijual keliling oleh
pedagang jamu.41

Minuman beralkohol yang diatur dalam
perda ini dijelaskan pada Bab II tentang
penggolongan minuman beralkohol.
Penggolongan ini tampak merujuk pada regulasi
tentang perindustrian dan perdagangan, bahwa
minuman beralkohol di bagi pada tiga golongan.
Golongan A yaitu minuman beralkohol dengan
kadar ethanol 1 % sampai dengan 5 %. Minuman
berlakohol golongan B yaitu kandungan
ethanolnya lebih dari 5 % sampai dengan 20 %.
Sedangkan Golongan C yaitu minuman
beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 20 %
sampai dengan 55 %. Selain minuman beralkohol
hasil pabrikasi, juga disebutkan minuman
beralkohol tradisional yang dibuat melalui proses
sederhana, temporer dan turun temurun sejenis
anggur yang kadar ethanol-nya paling tinggi 15
% dengan tujuan kesehatan dan pengobatan.

38Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi; lihat juga
Bruinessen, Rakyat Kecil, Islam dan Politik…265; tentang PKS
lihat juga Ahmad Norma Permata ‘A Study of The Internal
Dynamics of the Prosperous Justice Party and Jamaah tarbiyah’
dalam Kees Van Dijk and Nico J.G. Kaptein, Islam, Politics and
Change (Leiden: University Press, 2016), 29-76

39Lembaran Negara Kabupaten Sukabumi tahun 2005 yang
memuat Perda Nomor 11 Tahun 2005, 134.

40 Ibid.
41Persitiwa ini penyusun saksikan sendiri diantara anggota

keluarga dengan latar belakang petani, pada tahun-tahun tersebut
sering mengkonsumsi anggur yang menjadi ‘obat’ bagi pekerja
keras yang ditukar per gelas kecilnya dengan sebutir telur bebek.
Hal serupa penyusun konfirmasi dengan narasumber yang
diwawancara terkait peredaran minuman beralkohol di Sukabumi.
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Perda Nomor 12 tahun 2005 tentang
pengelolaan zakat nuansa syariah-nya lebih kuat,
meski juga dapat dipahami sebagai respon atas
lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999
tentang zakat. Sebagai wujud keberpihakan
pemerintah atas umat Islam terlihat dalam poin
menimbang yang menyatakan:
a. bahwa penunaian zakat merupakan salahsatu

kewajiban umat Islam yang telah mencapai
nisab dan haul dengan tujuan untuk
membersihkan harta dan diri guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
keadilan sosial.

b. bahwa Kabupaten Sukabumi berpenduduk
mayoritas beragama Islam (99,6%) yang
memiliki potensi sangat besar untuk
mengelola zakat, dan hal tersebut hanya akan
optimal, berhasilguna dan berdaya guna serta
memiliki nilai ibadah jika dikelola professional
dan bertanggungjawab sesuai ajaran Islam42

Pada huruf (a) tertulis bahwa salahsatu
tujuan penunaian dan pengelolaan zakat adalah
untuk kesejahteraan masyarakat dan keadilan
sosial. Namun demikian, sejatinya hal ini hanya
akan berpusat pada umat Islam saja, Karena
seperti dijelaskan dalam Bab IV tentang mustahiq,
pada pasal 5 memuat delapan asnaf sesuai dengan
ketentuan syara (fiqih).Jadi, konteks perda ini
hanya untuk umat Islam di Kabupaten
Sukabumi. Persis seperti pernyataan Bab III
tentang muzaki yang pada pasal 4 butir (1)
tentang amar kepada muzaki bahwa setiap
muzaki wajib mengeluarkan zakat di daerah.
Sebagai konsekwensi kewajiban ini pada Bab VII
tentang sanksi, pasal 16 poin (3) dijelaskan bahwa
setiap muzaki yang tidak menyerahkan zakatnya
dengan sukarela maka BAZ dapat memaksa
muzaki tersebut untuk menyerahkan zakatnya.43

Sebagai operasionalisasi dari tujuan
pengelolaan potensi zakat tersebut, dalam perda
ini ditentukan struktur kelembagaan pengelola
zakat yang disebut Badan Amil Zakat seperti
dijelaskan pada Bab V. BAZ menjadi satu-satunya
lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah
daerah. Jika ada elemen masyarakat yang
membentuk lembaga serupa (LAZ) maka dalam

perda ini diwajibkan untuk memperoleh izin
operasional dari Bupati atau jika izin operasional
belum diperoleh, harus berkoordinasi dengan
BAZ.44

Penerapan Perda Syariah di Sukabumi
Perspektif Demokratisasi

Memahami kesan keberpihakan pemerintah
atas mayoritas dalam hal ini umat Islam
nampaknya dapat dikaji dalam perspektif
demokrasi. Demokrasi telah menunjukkan watak
dasarnya ketika suara mayoritas memiliki posisi
yang dominan dalam penetapan sebuah
keputusan.45 Demikian pula halnya dalam
pengaruh aspirasi umat terhadap lahirnya
perda.46 Bahwa umat Islam telah menjadi bagian
dari preasure group tampak dalam proses perizinan
bagi pihak tertentu yang ingin menjual minuman
beralkohol diantaranya harus mendapat
persetujuan dari Majlis Ulama Indonesia
Kabupaten Sukabumi. Lain dari itu seperti
dilansir media lokal, beberapa kelompok ormas
Islam di Sukabumi kerap mendesak ke DPRD
untuk segera mengesahkan perda-perda yang
secara substansial beririsan dengan semangat nahi
munkar.47

Sebagaimana diungkapkan di teori, bahwa
untuk mengukur mutu hasil demokratisasi ada
pada dua hal. Pertama, nilai representasi dan
parameter kedua dari keberhasilan sebuah proses
demokratisasi (akuntabilitas). Dengan dua
parameter tersbut tampak bahwa perda
bernuansa syariah di Kabupaten Sukabumi
memiliki tingkat representativeness yang cukup
kuat. Ini ditandai dengan jumlah umat Islam di
Sukabumi yang mayoritas dan dinyatakan
langsung dalam isi perda. Preasure group yang
menjadi saluran aspirasi umat Islam juga tampak
aktif dalam memberikan dorongan kepada
pemerintah maupun legislatif pentingnya
kehadiran perda sebagai upaya legislasi normatif
kepedulian pemerintah dan warga untuk

42Lembaran Negara Kabupaten Sukabumi tahun 2005 yang
memuat Perda Nomor 12 Tahun 2005, 144.

43Ibid., 154.

44Ibid., 149; lihat juga ‘MUI Sukabumi Desak Perda Kekerasan
Seksual Disahkan’. Khazanah. Republika.co.id., Sabtu, 18 Juni
2016.

45 Lihat Luca Ozzano. “Religious Fundamentalism and
Democracy”. Journal Politics and Religion 1/III/ (2009): 127-153.

46 Jennifer L. Epley. “evelopment Issues and The Role of
Religious Organizations In Indonesia”. Studies on Asia, series II,
vol. 1, num. 1. 39-52.

47Lembaran Negara Kabupaten Sukabumi tahun 2005 yang
memuat Perda Nomor 12 Tahun 2005., 138
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Pengalaman politik ini terlihat dalam tiga periode
PKS mendominasi pemenangan kadernya dalam
pemilukada, kecuali pemilukada tahun 2015
kemarin.38

Kondisi-kondisi ini barangkali bisa
menjelaskan bagiaman konteks sosial budaya dan
konteks politik di Sukabumi yang cenderung
apresiatif dan bahkan proaktif dalam
memanfaatkan peluang reformasi dengan
demokrasi yang semakin terbuka untuk
memasukan unsur Islam dalam tatanan
pemerintahan di Sukabumi.

Substansi Perda Syariah di Sukabumi
Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 11

Tahun 2005 mengatur tentang penertiban
minuman beralkohol. Dilihat dari semangat
umum yang dapat diambil dari tujuan
pengaturan penertiban minuman beralkohol,
sejatinya perda ini dapat saja dikatakan sebagai
perda yang tidak memiliki hubungan dengan
penegakan syariah. Karena pada dasarnya dapat
dikaitkan dengan regulasi lain mengenai
perdagangan atau kesehatan maupun ketertiban
umum misalnya, terutama melihat poin
menimbang butir (a) yang menyatakan:

“bahwa Minuman Beralkohol dapat
menimbulkan gangguan mental organik, yaitu
gangguan dalam berfikir, berperasaaan dan
berperilaku yang mengancam kehidupan masa
depan generasi bangsa serta mengganggu
keamanan dan ketertiban yang menjadi salah satu
faktor terjadinya tindakan asusila, kekerasan dan
kriminalitas.”39

Namun pada poin menimbang butir (b)
nuansa syariah muncul bahwa diantara perlunya
perda ini adalah mengakomodir aspirasi umat
Islam yang berjumlah mayoritas mencapai 99,6
% dari seluruh penduduk Kabupaten Sukabumi.

“bahwa aspirasi umat dalam penegakan
syariat Islam di Kabupaten Sukabumi yang
berpenduduk 99,6 % beragama Islam mendesak
dilakukannya penertiban dan pengaturan

mengenai Amar Ma’ruf Nahyi Munkar,
pemberantasan Munkarot dan kemaksiatan di
Kabupaten Sukabumi.”40

Semangat yang terkandung dalam huruf (b)
ini sangat kuat nuansa keberIslamannya. Selain
dari mengunakan term-term agama Islam, juga
dengan menunjukkan data bahwa umat Islam
adalah mayoritas. Semangat ini menjadi aspirasi
keberagamaan sekaligus keprihatinan sosial atas
maraknya peredaran Minuman Beralkohol yang
dapat dengan mudah diperoleh bahkan sampai
ke pelosok daerah. Lain dari itu, Kabupaten
Sukabumi memiliki asset wisata alam yang
menjadi destinasi pengunjung seperti Pantai
Pelabuhan Ratu, Pantai Ujung Genteng serta
Wisata alam pegunungan di kaki Gunung Gede
Pangrango. Hadirnya pusat-pusat wisata ini
menarik minat pihak tertentu untuk berjualan
dan diantara yang mereka jual adalah minuman
beralkohol. Selain di kawasan wisata, penjualan
minuman beralkohol juga dapat ditemukan pada
kios-kios jamu di pinggir jalan. Bahkan pada
tahun 1985-an, minuman beralkohol hasil
permentasi dari anggur dijual keliling oleh
pedagang jamu.41

Minuman beralkohol yang diatur dalam
perda ini dijelaskan pada Bab II tentang
penggolongan minuman beralkohol.
Penggolongan ini tampak merujuk pada regulasi
tentang perindustrian dan perdagangan, bahwa
minuman beralkohol di bagi pada tiga golongan.
Golongan A yaitu minuman beralkohol dengan
kadar ethanol 1 % sampai dengan 5 %. Minuman
berlakohol golongan B yaitu kandungan
ethanolnya lebih dari 5 % sampai dengan 20 %.
Sedangkan Golongan C yaitu minuman
beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 20 %
sampai dengan 55 %. Selain minuman beralkohol
hasil pabrikasi, juga disebutkan minuman
beralkohol tradisional yang dibuat melalui proses
sederhana, temporer dan turun temurun sejenis
anggur yang kadar ethanol-nya paling tinggi 15
% dengan tujuan kesehatan dan pengobatan.

38Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi; lihat juga
Bruinessen, Rakyat Kecil, Islam dan Politik…265; tentang PKS
lihat juga Ahmad Norma Permata ‘A Study of The Internal
Dynamics of the Prosperous Justice Party and Jamaah tarbiyah’
dalam Kees Van Dijk and Nico J.G. Kaptein, Islam, Politics and
Change (Leiden: University Press, 2016), 29-76

39Lembaran Negara Kabupaten Sukabumi tahun 2005 yang
memuat Perda Nomor 11 Tahun 2005, 134.

40 Ibid.
41Persitiwa ini penyusun saksikan sendiri diantara anggota

keluarga dengan latar belakang petani, pada tahun-tahun tersebut
sering mengkonsumsi anggur yang menjadi ‘obat’ bagi pekerja
keras yang ditukar per gelas kecilnya dengan sebutir telur bebek.
Hal serupa penyusun konfirmasi dengan narasumber yang
diwawancara terkait peredaran minuman beralkohol di Sukabumi.
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Perda Nomor 12 tahun 2005 tentang
pengelolaan zakat nuansa syariah-nya lebih kuat,
meski juga dapat dipahami sebagai respon atas
lahirnya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999
tentang zakat. Sebagai wujud keberpihakan
pemerintah atas umat Islam terlihat dalam poin
menimbang yang menyatakan:
a. bahwa penunaian zakat merupakan salahsatu

kewajiban umat Islam yang telah mencapai
nisab dan haul dengan tujuan untuk
membersihkan harta dan diri guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
keadilan sosial.

b. bahwa Kabupaten Sukabumi berpenduduk
mayoritas beragama Islam (99,6%) yang
memiliki potensi sangat besar untuk
mengelola zakat, dan hal tersebut hanya akan
optimal, berhasilguna dan berdaya guna serta
memiliki nilai ibadah jika dikelola professional
dan bertanggungjawab sesuai ajaran Islam42

Pada huruf (a) tertulis bahwa salahsatu
tujuan penunaian dan pengelolaan zakat adalah
untuk kesejahteraan masyarakat dan keadilan
sosial. Namun demikian, sejatinya hal ini hanya
akan berpusat pada umat Islam saja, Karena
seperti dijelaskan dalam Bab IV tentang mustahiq,
pada pasal 5 memuat delapan asnaf sesuai dengan
ketentuan syara (fiqih).Jadi, konteks perda ini
hanya untuk umat Islam di Kabupaten
Sukabumi. Persis seperti pernyataan Bab III
tentang muzaki yang pada pasal 4 butir (1)
tentang amar kepada muzaki bahwa setiap
muzaki wajib mengeluarkan zakat di daerah.
Sebagai konsekwensi kewajiban ini pada Bab VII
tentang sanksi, pasal 16 poin (3) dijelaskan bahwa
setiap muzaki yang tidak menyerahkan zakatnya
dengan sukarela maka BAZ dapat memaksa
muzaki tersebut untuk menyerahkan zakatnya.43

Sebagai operasionalisasi dari tujuan
pengelolaan potensi zakat tersebut, dalam perda
ini ditentukan struktur kelembagaan pengelola
zakat yang disebut Badan Amil Zakat seperti
dijelaskan pada Bab V. BAZ menjadi satu-satunya
lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah
daerah. Jika ada elemen masyarakat yang
membentuk lembaga serupa (LAZ) maka dalam

perda ini diwajibkan untuk memperoleh izin
operasional dari Bupati atau jika izin operasional
belum diperoleh, harus berkoordinasi dengan
BAZ.44

Penerapan Perda Syariah di Sukabumi
Perspektif Demokratisasi

Memahami kesan keberpihakan pemerintah
atas mayoritas dalam hal ini umat Islam
nampaknya dapat dikaji dalam perspektif
demokrasi. Demokrasi telah menunjukkan watak
dasarnya ketika suara mayoritas memiliki posisi
yang dominan dalam penetapan sebuah
keputusan.45 Demikian pula halnya dalam
pengaruh aspirasi umat terhadap lahirnya
perda.46 Bahwa umat Islam telah menjadi bagian
dari preasure group tampak dalam proses perizinan
bagi pihak tertentu yang ingin menjual minuman
beralkohol diantaranya harus mendapat
persetujuan dari Majlis Ulama Indonesia
Kabupaten Sukabumi. Lain dari itu seperti
dilansir media lokal, beberapa kelompok ormas
Islam di Sukabumi kerap mendesak ke DPRD
untuk segera mengesahkan perda-perda yang
secara substansial beririsan dengan semangat nahi
munkar.47

Sebagaimana diungkapkan di teori, bahwa
untuk mengukur mutu hasil demokratisasi ada
pada dua hal. Pertama, nilai representasi dan
parameter kedua dari keberhasilan sebuah proses
demokratisasi (akuntabilitas). Dengan dua
parameter tersbut tampak bahwa perda
bernuansa syariah di Kabupaten Sukabumi
memiliki tingkat representativeness yang cukup
kuat. Ini ditandai dengan jumlah umat Islam di
Sukabumi yang mayoritas dan dinyatakan
langsung dalam isi perda. Preasure group yang
menjadi saluran aspirasi umat Islam juga tampak
aktif dalam memberikan dorongan kepada
pemerintah maupun legislatif pentingnya
kehadiran perda sebagai upaya legislasi normatif
kepedulian pemerintah dan warga untuk

42Lembaran Negara Kabupaten Sukabumi tahun 2005 yang
memuat Perda Nomor 12 Tahun 2005, 144.

43Ibid., 154.

44Ibid., 149; lihat juga ‘MUI Sukabumi Desak Perda Kekerasan
Seksual Disahkan’. Khazanah. Republika.co.id., Sabtu, 18 Juni
2016.

45 Lihat Luca Ozzano. “Religious Fundamentalism and
Democracy”. Journal Politics and Religion 1/III/ (2009): 127-153.

46 Jennifer L. Epley. “evelopment Issues and The Role of
Religious Organizations In Indonesia”. Studies on Asia, series II,
vol. 1, num. 1. 39-52.

47Lembaran Negara Kabupaten Sukabumi tahun 2005 yang
memuat Perda Nomor 12 Tahun 2005., 138
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menegakan syariah sebagai tatanan
pemerintahan.48 Selain dukungan-dukungan
kultural demikian, refresentasi ini juga didukung
oleh struktur program yang ada di Kabupaten
Sukabumi. Dalam rencana pembangunan
pemerintah daerah nuansa syariah cukup
kental.49

Rumusan visi Kabupaten Sukabumi
misalnya dengan berlandaskan pada capaian
pembangunan yang telah diraih pada periode
sebelumnya dan tantangan pembangunan yang
masih dihadapi, maka dalam kurun waktu
periode 2010 – 2015 yang lalu adalah
“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sukabumi
yang Berakhlaq Mulia, Maju, dan Sejahtera”.
Penjelasan dari konsep-konsep visi ini menarik
untuk dicermati, karena merujuk pada doktrin
Islam. Akhlaq Mulia merupakan kualitas sumber
daya manusia dengan perilaku tertinggi dan
terhormat, yang merujuk pada suri tauladan Nabi
Muhammad SAW yang memiliki 4 (empat) sifat
utama yaitu: (1) Shiddiq yang berarti Jujur (2)
Amanah yang berarti Dapat Dipercaya (3)
Fathonah yang berarti Cerdas (4) Tabligh yang
berarti Menyampaikan/Mentransformasikan.50

Dengan pencapaian kualitas perilaku
tertinggi dan terhormat tersebut, diharapkan
masyarakat dan stakeholders di Kabupaten
Sukabumi dapat mewujudkan kesatuan gerak
langkah sehingga terwujud masyarakat yang
berakhlaq mulia, yaitu masyarakat yang
berperilaku lurus dan jujur, saling percaya,
cerdas, dan saling mengingatkan untuk berlomba
dalam kebaikan dan kemajuan.

Maju, merupakan proses melangkah /
bergerak ke muka, menuju keadaan yang lebih
baik, lebih produktif, lebih menghasilkan, dan

lebih memberikan nilai tambah. Maju dimulai dari
dalam, dengan mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, peduli, dan
profesional sehingga pemerintah menjadi yang
terdepan dalam memajukan masyarakat
Kabupaten Sukabumi, guna mencapai dan berada
pada tingkat peradaban yang lebih tinggi.

Sejahtera, adalah kondisi masyarakat dimana
tercipta rasa aman, sentosa, dan makmur,
tercukupi kebutuhan hidup baik lahir maupun
batin. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak
mulia, maju, dan sejahtera tidak hanya
membangun generasi sekarang dan generasi yang
akan datang, namun juga menyiapkan diri
sebagai bekal manakala kembali ke haribaan
Ilaahi nanti.

Sejalan dengan VISI di atas, maka ada (tiga)
Misi utama yang akan dijalankan, yaitu: (1)
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
yang Berakhlak Mulia (2) Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang Bersih dan
Berkemampuan Memajukan Masyarakat (3)
Membangun Perekonomian yang Tangguh,
Berbasis Potensi Lokal, dan Berwawasan
Lingkungan.51

Dalam mengoptimalkan potensi yang telah
dimiliki, mengantisipasi kondisi dan
permasalahan yang masih ada, memanfaatkan
peluang, serta menghadapi tantangan, untuk
mencapai Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang
Berakhlak Mulia, Maju, dan Sejahtera, maka
rumusan tiga Misi Kabupaten Sukabumi
ditetapkan dalam tujuan operasional yaitu :

Misi pertama ‘Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia,’
bertujuan:
1. Meningkatkan kualitas perilaku serta

membangun kembali modal sosial masyarakat
2. Meningkatkan akses layanan dan kualitas

pendidikan
3. Meningkatkan akses layanan dan derajat

kesehatan
4.  Mengendalikan perkembangan penduduk,

menanggulangi kemiskinan, dan
pengangguran

5. Membangun etos kerja yang produktif
berlandaskan IMTAQ dan menguasai IPTEK52

Misi kedua ‘Mewujudkan Tata Kelola

48Tampaknya jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi yang
mayoritas Muslim serta aktif mendorong DPRD untuk
mengesahkan perda bernuansa syariah menjadi faktor dominan.
Karena komposisi anggota DPRD menunjukkan partai Islam tidak
mendominasi secara mutlak. Komposisi periode 2014 -2019
seperti tercantum dalam laman http://dprd-sukabumikab.go.id/
daftar-anggota-dprd/ sebagai berikut: Golkar 8 kursi, PDIP 7
kursi, PKS 6 kursi, PAN 6 kursi, Gerindra 5 kursi, PKB 4 kursi,
Demokrat 4 kursi, PPP 4 kursi, Hanura 4 kursi dan Nasdem 2
kursi. Jadi, hadirnya perda bernuansa syariah tentu bukan hanya
inisiasi dari partai Islam melainkan juga buah dari lobi politik
dengan partai nasionalis.

49Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Sukabumi 2005-2025.; lihat juga ‘Perda di Kota
Sukabumi Efektif Turunkan Peredaran Miras’. Khazanah.
Republika.co.id. Kamis, 02 Juni 2016.

50Rencana Pembangunan …ibid.
51 Ibid.
52 Ibid.
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Pemerintahan yang Bersih dan Berkemampuan
Memajukan Masyarakat,’ bertujuan:
1. Membangun budaya organisasi

pemerintahan yang bersih, peduli, dan
professional

2. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik

3. Memajukan masyarakat dan meningkatkan
peran serta masyarakat dalam pembangunan53

Misi ketiga ‘Membangun Perekonomian
yang Tangguh, Berbasis Potensi Lokal, dan
Berwawasan Lingkungan,’ bertujuan:
1. Meningkatkan daya beli dan ketahanan

pangan masyarakat melalui pengembangan
ekonomi berbasis potensi lokal dan lembaga
keuangan mikro

2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas
infrastruktur daerah yang mendukung
perekonomian

3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
serta mendorong pembangunan industri di
berbagai sektor yang memiliki daya saing dan
berwawasan lingkungan54

Meskipun dinilai cukup refresentatif, perda
syariah di Kabupaten Sukabumi masih
menyisakan persolan pada aspek akuntabilitas.
Munculnya analisis yang meragukan aspek
legalitas dari perda itu sendiri ketika
diperhadapkan dengan regulasi lebih tinggi serta
munculnya dampak diskriminatif dalam tataran
implementasi menjadi sandungan bagi perda ini.
Dalam perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang
pengaturan minuman beralkohol yang kemudian
diperkuat dengan perda Nomor 7 Tahun 2015,
masih dapat dilihat adanya “pelanggaran” dari
elemen masyarakat Kabupaten Sukabumi sendiri.
Boleh jadi perda ini belum tersosialisasi dengan
baik, atau ada tantangan lain dari setting sosial
ekonomi yang “memaksa” sebagian warga untuk
“melanggar ” dengan tetap menyediakan
minuman beralkohol tanpa melalui prosedur
perizinan yang ditetapkan dalam perda tersebut.55

Demikian pula dengan akuntabilitas perda
nomor 12 tahun 2005 tentang pengelolaan zakat

yang diperjelas dengan Peraturan Bupati
Sukabumi No 17 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah No 12
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat56

meskipun dalam laporan dan pemberitaan di
media ada kecenderungan tiap tahunnya
menunjukkan peningkatan jumlah dana zakat
yang dihimpun,57 namun dana itu masih sebagian
besar masih bersumber dari elemen PNS di
lingkungan Kabupaten Sukabumi. Kenyataan ini
bisa dibaca bahwa dimensi pembayaran zakat
oleh warga melalui BAZ masih rendah. PNS yang
mengeluarkan zakat langsung melalui BAZ lebih
dikarenakan adanya kebijakan pemotongan
langsung, meski tidak menutup kemungkinan
bahwa diantara mereka ada juga atas kesadaran
sebagai Muslim yang taat. Namun sebagai bentuk
kesadaran ini sesungguhnya ada banyak saluran
yang dapat dipilih, selain melalui BAZ juga dapat
melalui LAZ atau mereka cenderung
mengeluarkan langsungkepada mustahik.58

Adanya fenomena terakhir ini tidak lepas
daripemahaman fiqh yang berkembang di
masyarakat terutama pengaruh dari kyai-kyai
yang ada di Sukabumi. Seperti dalam konteks
sejarah di masa lalu Sukabumi perbedaan
pandangan ini telah memiliki dasar yang
primordial.

Aspek rendahnya akuntabilitas juga dapat
dilihat dari adanya poin-poin tertentu yang secara
hukum berseberangan dengan regulasi lebih
tinggi. Sehingga dalam tataran implementasi
akan menyulitkan untuk adanya eksekusi dan
tindakan hukum. Hal ini seperti terlihat dalam
Bab VII tentang sanksi, pasal 16 poin (3)
dijelaskan bahwa setiap muzaki yang tidak
menyerahkan zakatnya dengan sukarela maka
BAZ dapat memaksa muzaki tersebut untuk
menyerahkan zakatnya. Pasal seperti ini tidak
ditemukan dalam Undang-undang Nomor 38
tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sehingga
dalam pelaksanaanya akan mengalami kesulitan
karena tidakadanya dukungan hukum yang kuat
serta penjelasan teknis tentang ini menjadi bias.

53 Ibid.
54 Ibid.
55http://www.bidiknusantara.com/2015/12/satpol-pp-

kabupaten-sukabumi-bersama.html. Lihat jugahttp://
www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/12/09/ngbgrs-
peracik-dan-penjual-miras-oplosan-diancam-penjara-seumur-
hidup.

56http://www.kabsukabumi.baznas.go.id/hal-landasan-
hukum.html#ixzz42qaM8LFK

57http://radarsukabumi.com/2015/07/03/zakat-2015-naik-rp-
55-miliar/

58 Wawancara dengan salah seorang pegawai Kecamatan
Curugkembar (25 Maret 2016), yang secara pribadi
mengeluarkan lagi zakatnya disamping telah dipotong langsung
oleh bendahara untuk zakat penghasilannya sebagai PNS.
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menegakan syariah sebagai tatanan
pemerintahan.48 Selain dukungan-dukungan
kultural demikian, refresentasi ini juga didukung
oleh struktur program yang ada di Kabupaten
Sukabumi. Dalam rencana pembangunan
pemerintah daerah nuansa syariah cukup
kental.49

Rumusan visi Kabupaten Sukabumi
misalnya dengan berlandaskan pada capaian
pembangunan yang telah diraih pada periode
sebelumnya dan tantangan pembangunan yang
masih dihadapi, maka dalam kurun waktu
periode 2010 – 2015 yang lalu adalah
“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sukabumi
yang Berakhlaq Mulia, Maju, dan Sejahtera”.
Penjelasan dari konsep-konsep visi ini menarik
untuk dicermati, karena merujuk pada doktrin
Islam. Akhlaq Mulia merupakan kualitas sumber
daya manusia dengan perilaku tertinggi dan
terhormat, yang merujuk pada suri tauladan Nabi
Muhammad SAW yang memiliki 4 (empat) sifat
utama yaitu: (1) Shiddiq yang berarti Jujur (2)
Amanah yang berarti Dapat Dipercaya (3)
Fathonah yang berarti Cerdas (4) Tabligh yang
berarti Menyampaikan/Mentransformasikan.50

Dengan pencapaian kualitas perilaku
tertinggi dan terhormat tersebut, diharapkan
masyarakat dan stakeholders di Kabupaten
Sukabumi dapat mewujudkan kesatuan gerak
langkah sehingga terwujud masyarakat yang
berakhlaq mulia, yaitu masyarakat yang
berperilaku lurus dan jujur, saling percaya,
cerdas, dan saling mengingatkan untuk berlomba
dalam kebaikan dan kemajuan.

Maju, merupakan proses melangkah /
bergerak ke muka, menuju keadaan yang lebih
baik, lebih produktif, lebih menghasilkan, dan

lebih memberikan nilai tambah. Maju dimulai dari
dalam, dengan mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, peduli, dan
profesional sehingga pemerintah menjadi yang
terdepan dalam memajukan masyarakat
Kabupaten Sukabumi, guna mencapai dan berada
pada tingkat peradaban yang lebih tinggi.

Sejahtera, adalah kondisi masyarakat dimana
tercipta rasa aman, sentosa, dan makmur,
tercukupi kebutuhan hidup baik lahir maupun
batin. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak
mulia, maju, dan sejahtera tidak hanya
membangun generasi sekarang dan generasi yang
akan datang, namun juga menyiapkan diri
sebagai bekal manakala kembali ke haribaan
Ilaahi nanti.

Sejalan dengan VISI di atas, maka ada (tiga)
Misi utama yang akan dijalankan, yaitu: (1)
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
yang Berakhlak Mulia (2) Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang Bersih dan
Berkemampuan Memajukan Masyarakat (3)
Membangun Perekonomian yang Tangguh,
Berbasis Potensi Lokal, dan Berwawasan
Lingkungan.51

Dalam mengoptimalkan potensi yang telah
dimiliki, mengantisipasi kondisi dan
permasalahan yang masih ada, memanfaatkan
peluang, serta menghadapi tantangan, untuk
mencapai Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang
Berakhlak Mulia, Maju, dan Sejahtera, maka
rumusan tiga Misi Kabupaten Sukabumi
ditetapkan dalam tujuan operasional yaitu :

Misi pertama ‘Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia,’
bertujuan:
1. Meningkatkan kualitas perilaku serta

membangun kembali modal sosial masyarakat
2. Meningkatkan akses layanan dan kualitas

pendidikan
3. Meningkatkan akses layanan dan derajat

kesehatan
4.  Mengendalikan perkembangan penduduk,

menanggulangi kemiskinan, dan
pengangguran

5. Membangun etos kerja yang produktif
berlandaskan IMTAQ dan menguasai IPTEK52

Misi kedua ‘Mewujudkan Tata Kelola

48Tampaknya jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi yang
mayoritas Muslim serta aktif mendorong DPRD untuk
mengesahkan perda bernuansa syariah menjadi faktor dominan.
Karena komposisi anggota DPRD menunjukkan partai Islam tidak
mendominasi secara mutlak. Komposisi periode 2014 -2019
seperti tercantum dalam laman http://dprd-sukabumikab.go.id/
daftar-anggota-dprd/ sebagai berikut: Golkar 8 kursi, PDIP 7
kursi, PKS 6 kursi, PAN 6 kursi, Gerindra 5 kursi, PKB 4 kursi,
Demokrat 4 kursi, PPP 4 kursi, Hanura 4 kursi dan Nasdem 2
kursi. Jadi, hadirnya perda bernuansa syariah tentu bukan hanya
inisiasi dari partai Islam melainkan juga buah dari lobi politik
dengan partai nasionalis.

49Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Sukabumi 2005-2025.; lihat juga ‘Perda di Kota
Sukabumi Efektif Turunkan Peredaran Miras’. Khazanah.
Republika.co.id. Kamis, 02 Juni 2016.

50Rencana Pembangunan …ibid.
51 Ibid.
52 Ibid.
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Pemerintahan yang Bersih dan Berkemampuan
Memajukan Masyarakat,’ bertujuan:
1. Membangun budaya organisasi

pemerintahan yang bersih, peduli, dan
professional

2. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik

3. Memajukan masyarakat dan meningkatkan
peran serta masyarakat dalam pembangunan53

Misi ketiga ‘Membangun Perekonomian
yang Tangguh, Berbasis Potensi Lokal, dan
Berwawasan Lingkungan,’ bertujuan:
1. Meningkatkan daya beli dan ketahanan

pangan masyarakat melalui pengembangan
ekonomi berbasis potensi lokal dan lembaga
keuangan mikro

2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas
infrastruktur daerah yang mendukung
perekonomian

3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif
serta mendorong pembangunan industri di
berbagai sektor yang memiliki daya saing dan
berwawasan lingkungan54

Meskipun dinilai cukup refresentatif, perda
syariah di Kabupaten Sukabumi masih
menyisakan persolan pada aspek akuntabilitas.
Munculnya analisis yang meragukan aspek
legalitas dari perda itu sendiri ketika
diperhadapkan dengan regulasi lebih tinggi serta
munculnya dampak diskriminatif dalam tataran
implementasi menjadi sandungan bagi perda ini.
Dalam perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang
pengaturan minuman beralkohol yang kemudian
diperkuat dengan perda Nomor 7 Tahun 2015,
masih dapat dilihat adanya “pelanggaran” dari
elemen masyarakat Kabupaten Sukabumi sendiri.
Boleh jadi perda ini belum tersosialisasi dengan
baik, atau ada tantangan lain dari setting sosial
ekonomi yang “memaksa” sebagian warga untuk
“melanggar ” dengan tetap menyediakan
minuman beralkohol tanpa melalui prosedur
perizinan yang ditetapkan dalam perda tersebut.55

Demikian pula dengan akuntabilitas perda
nomor 12 tahun 2005 tentang pengelolaan zakat

yang diperjelas dengan Peraturan Bupati
Sukabumi No 17 Tahun 2008 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah No 12
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat56

meskipun dalam laporan dan pemberitaan di
media ada kecenderungan tiap tahunnya
menunjukkan peningkatan jumlah dana zakat
yang dihimpun,57 namun dana itu masih sebagian
besar masih bersumber dari elemen PNS di
lingkungan Kabupaten Sukabumi. Kenyataan ini
bisa dibaca bahwa dimensi pembayaran zakat
oleh warga melalui BAZ masih rendah. PNS yang
mengeluarkan zakat langsung melalui BAZ lebih
dikarenakan adanya kebijakan pemotongan
langsung, meski tidak menutup kemungkinan
bahwa diantara mereka ada juga atas kesadaran
sebagai Muslim yang taat. Namun sebagai bentuk
kesadaran ini sesungguhnya ada banyak saluran
yang dapat dipilih, selain melalui BAZ juga dapat
melalui LAZ atau mereka cenderung
mengeluarkan langsungkepada mustahik.58

Adanya fenomena terakhir ini tidak lepas
daripemahaman fiqh yang berkembang di
masyarakat terutama pengaruh dari kyai-kyai
yang ada di Sukabumi. Seperti dalam konteks
sejarah di masa lalu Sukabumi perbedaan
pandangan ini telah memiliki dasar yang
primordial.

Aspek rendahnya akuntabilitas juga dapat
dilihat dari adanya poin-poin tertentu yang secara
hukum berseberangan dengan regulasi lebih
tinggi. Sehingga dalam tataran implementasi
akan menyulitkan untuk adanya eksekusi dan
tindakan hukum. Hal ini seperti terlihat dalam
Bab VII tentang sanksi, pasal 16 poin (3)
dijelaskan bahwa setiap muzaki yang tidak
menyerahkan zakatnya dengan sukarela maka
BAZ dapat memaksa muzaki tersebut untuk
menyerahkan zakatnya. Pasal seperti ini tidak
ditemukan dalam Undang-undang Nomor 38
tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, sehingga
dalam pelaksanaanya akan mengalami kesulitan
karena tidakadanya dukungan hukum yang kuat
serta penjelasan teknis tentang ini menjadi bias.

53 Ibid.
54 Ibid.
55http://www.bidiknusantara.com/2015/12/satpol-pp-

kabupaten-sukabumi-bersama.html. Lihat jugahttp://
www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/12/09/ngbgrs-
peracik-dan-penjual-miras-oplosan-diancam-penjara-seumur-
hidup.

56http://www.kabsukabumi.baznas.go.id/hal-landasan-
hukum.html#ixzz42qaM8LFK

57http://radarsukabumi.com/2015/07/03/zakat-2015-naik-rp-
55-miliar/

58 Wawancara dengan salah seorang pegawai Kecamatan
Curugkembar (25 Maret 2016), yang secara pribadi
mengeluarkan lagi zakatnya disamping telah dipotong langsung
oleh bendahara untuk zakat penghasilannya sebagai PNS.
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Maka, boleh jadi bentuk pemaksaan yang dapat
dilakukan hanya baru pada kelompok PNS di
lingkungan Kabupaten Sukabumi, namun akan
berbeda denganmasyarakat yang lebih luas.59

Kenyataan bahwa perda syariah di satu sisi
memiliki tingkat representativeness yang relatif
tinggi, dalam pengertian bahwa ia mencerminkan
aspirasi politik banyak kalangan Muslim,
terutama sejauh menyangkut pertanyaan
hubungan antara agama dan negara, ataupun
penerapan aturan agama oleh aparat negara.60 Di
sisi lain, perda syariah memiliki tingkat
akuntabilitas rendah dalam pengertian tidak
menyentuh hal-hal yang dianggap penting dan
mendesak oleh masyarakat, senada dengan
kesimpulan Permata.61 Namun juga
menunjukkan keberbedaan dengan sementara
hasil analisis dalam perspektif hukum dan HAM
yang menuding perda syariah lebih merupakan
komoditas politik yang dilakukan elit politik
tertentu, serta menolak tesis Susimanto yang
melihat perda syariah sebagai upaya legalisasi
agama (Islam) sebagai landasan pemerintahan
yang merupakan kelanjutan dari formalisme
syariah yang dilakukan Darul Islam.

C. PENUTUP
Berdasarkan analisis di atas, dapat

disimpulkan bahwa demokrasi dalam konteks
perda syariah di Kabupaten Sukabumi sebagai
berikut: Pertama, perda syariah di Kabupaten
Sukabumi dalam perspektif demokratisasi
menunjukkan keadaan yang representatif.
Sebagai dampak dari mayoritasnya umat Islam
yang ada di sana. Penerapan perda bernuansa
syariah ini dapat dikatakan memiliki dukungan
moril yang kuat baik secara kultural maupun
struktural. Secara kultural adalah sebagaimana
diulas di atas, ada desakan yang kuat dari elemen
masyarakat Muslim Sukabumi yang
mengharapkan ada tatanan hukum positif yang
mendukung terhadap aktifitas keislaman. Hal ini
dapat dimaklumi bahwa penduduk Sukabumi
mayoritas Muslim. Secara struktural adalah

adanya peraturan atau kebijakan teknis dari
Bupati yang menjadi alat pelaksanaan perda
tersebut. Demikian pula dapat terlihat dalam visi
dan misi Kabupaten Sukabumi yang memiliki
semangat Islam dalam narasinya.

Kedua, implementasi perda syariah di
Kabupaten Sukabumi dari sisi akuntabilitas masih
rendah. Karena masih adanya pola-pola
pelanggaran atas perda yang juga penyebabnya
adalah setting sosial ekonomi di Kabupaten
Sukabumi yang masuk dalam geliat perubahan
ekonomi yang lebih luas. Pun demikian dalam
persoalan implementasi perda zakat, karena masih
adanya perbedaan cara pandang umat Islam
Sukabumi secara fiqih yang merupakan buah dari
pengaruh perbedaan pemikiran Kyai setempat.

Kesimpulan tersebut menghasilkan
rekomendasi bahwa dalam kerangka demokrasi,
formalisme syariah perlu didukung oleh kajian-
kajian yang lebih faktual sehingga peraturan
bernuansa syariah bukan hanya mengedepankan
formalisme dalam etika dan peribadatan, namun
juga menjawab problem nyata umat Islam yang
banyak bersentuhan dengan persoalan-persoalan
sosial ekonomi. Sehingga perda tersebut bukan
hanya representatif melainkan juga akuntabel
dari sisi substansi. Kajian ini masih terbatas dan
sederhana, sehingga membuka peluang untuk
dilakukan kajian-kajian berikutnya baik dari sisi
gerakan politik Islam, maupun politik identitas
Islam pasca reformasi.[]

59 Kesulitan ini juga diungkapkan oleh salah seorang
fungsionaris PLZIS Pelabuhanratu dalam wawancara tanggal 24
Maret 2016.

60 John Anderson. “Does God matter, and if so Whose God?
Religion and democratization”. Dalam Jefrey Haynes, Religion
and Politics (London and New York: Routledge, 2009), 203.

61 Permata, Perda syariah Islam…Loc. Cit.
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Maka, boleh jadi bentuk pemaksaan yang dapat
dilakukan hanya baru pada kelompok PNS di
lingkungan Kabupaten Sukabumi, namun akan
berbeda denganmasyarakat yang lebih luas.59

Kenyataan bahwa perda syariah di satu sisi
memiliki tingkat representativeness yang relatif
tinggi, dalam pengertian bahwa ia mencerminkan
aspirasi politik banyak kalangan Muslim,
terutama sejauh menyangkut pertanyaan
hubungan antara agama dan negara, ataupun
penerapan aturan agama oleh aparat negara.60 Di
sisi lain, perda syariah memiliki tingkat
akuntabilitas rendah dalam pengertian tidak
menyentuh hal-hal yang dianggap penting dan
mendesak oleh masyarakat, senada dengan
kesimpulan Permata.61 Namun juga
menunjukkan keberbedaan dengan sementara
hasil analisis dalam perspektif hukum dan HAM
yang menuding perda syariah lebih merupakan
komoditas politik yang dilakukan elit politik
tertentu, serta menolak tesis Susimanto yang
melihat perda syariah sebagai upaya legalisasi
agama (Islam) sebagai landasan pemerintahan
yang merupakan kelanjutan dari formalisme
syariah yang dilakukan Darul Islam.

C. PENUTUP
Berdasarkan analisis di atas, dapat

disimpulkan bahwa demokrasi dalam konteks
perda syariah di Kabupaten Sukabumi sebagai
berikut: Pertama, perda syariah di Kabupaten
Sukabumi dalam perspektif demokratisasi
menunjukkan keadaan yang representatif.
Sebagai dampak dari mayoritasnya umat Islam
yang ada di sana. Penerapan perda bernuansa
syariah ini dapat dikatakan memiliki dukungan
moril yang kuat baik secara kultural maupun
struktural. Secara kultural adalah sebagaimana
diulas di atas, ada desakan yang kuat dari elemen
masyarakat Muslim Sukabumi yang
mengharapkan ada tatanan hukum positif yang
mendukung terhadap aktifitas keislaman. Hal ini
dapat dimaklumi bahwa penduduk Sukabumi
mayoritas Muslim. Secara struktural adalah

adanya peraturan atau kebijakan teknis dari
Bupati yang menjadi alat pelaksanaan perda
tersebut. Demikian pula dapat terlihat dalam visi
dan misi Kabupaten Sukabumi yang memiliki
semangat Islam dalam narasinya.

Kedua, implementasi perda syariah di
Kabupaten Sukabumi dari sisi akuntabilitas masih
rendah. Karena masih adanya pola-pola
pelanggaran atas perda yang juga penyebabnya
adalah setting sosial ekonomi di Kabupaten
Sukabumi yang masuk dalam geliat perubahan
ekonomi yang lebih luas. Pun demikian dalam
persoalan implementasi perda zakat, karena masih
adanya perbedaan cara pandang umat Islam
Sukabumi secara fiqih yang merupakan buah dari
pengaruh perbedaan pemikiran Kyai setempat.

Kesimpulan tersebut menghasilkan
rekomendasi bahwa dalam kerangka demokrasi,
formalisme syariah perlu didukung oleh kajian-
kajian yang lebih faktual sehingga peraturan
bernuansa syariah bukan hanya mengedepankan
formalisme dalam etika dan peribadatan, namun
juga menjawab problem nyata umat Islam yang
banyak bersentuhan dengan persoalan-persoalan
sosial ekonomi. Sehingga perda tersebut bukan
hanya representatif melainkan juga akuntabel
dari sisi substansi. Kajian ini masih terbatas dan
sederhana, sehingga membuka peluang untuk
dilakukan kajian-kajian berikutnya baik dari sisi
gerakan politik Islam, maupun politik identitas
Islam pasca reformasi.[]

59 Kesulitan ini juga diungkapkan oleh salah seorang
fungsionaris PLZIS Pelabuhanratu dalam wawancara tanggal 24
Maret 2016.

60 John Anderson. “Does God matter, and if so Whose God?
Religion and democratization”. Dalam Jefrey Haynes, Religion
and Politics (London and New York: Routledge, 2009), 203.

61 Permata, Perda syariah Islam…Loc. Cit.
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TOPIK

THE COMPATIBILITY OF ISLAM TO DEMOCRACY: AN
ANALYSIS OF HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)

VIEW ON ISLAM AND DEMOCRACY
A N A  S A B H A N A  A Z M Y*)

ABSTRACT
Fundamentalist Islamic groups are often identified as resistant groups towards revolutionary values coming

from the West. In Indonesian context, fundamentalist groups was represented by, one of them, Hizbut Tahrir
Indonesia (HTI). Fundamentally, HTI as a group opposes any changes and supports the establishment of Islamic
nation. From this perspective, HTI is against democracy as a product of western thought. In fact, HTI is struggling
for the unity Islamic ummah under khilafah islamiyyah by khalifah as a leader. From this background this paper
aims at answering to questions. First, how is HTI view as a fundamentalist group on the compatibility of Islam
to democracy? Second, Is Islam compatible with democracy?

KEY WORDS: HTI, Democracy, Compatibility, Islam

KOMPATIBILITAS ISLAM DAN DEMOKRASI: TELAAH ATAS
PANDANGAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) TERHADAP

ISLAM DAN DEMOKRASI

ABSTRAK
Kelompok Islam fundamentalis seringkali dicirikan sebagai kelompok yang resisten terhadap

hal-hal baru dan nilai-nilai yang diusung dari Barat. Pada konteks ke-Indonesiaan, hadir Hizbut
Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan representatif dari kelompok ini. Pada dasarnya, HTI sebagai
kelompok yang menentang perubahan dan hal baru, menginginkan terwujudnya kehidupan Islam.
Atas pemikiran tersebut, maka HTI menentang hadirnya demokrasi sebagai suatu hal yang datang
dari Barat. HTI justru menginginkan bersatunya kembali umat Islam yang saat ini terpisah, di
bawah naungan khilafah Islamiyyah dengan seorang khalifah sebagai pemimpinnya. Atas pandangan
ini, maka ada dua hal yang ingin dijawab dalam tulisan ini, yaitu Pertama; bagaimana pandangan
HTI sebagai kelompok fundamentalis terhadap kompatibilitas Islam dan demokrasi? Kedua; apakah
pada kenyatannya Islam kompatibel dengan demokrasi?

.
KATA KUNCI: Islam dan Demokrasi, Hizbut Tahrir Indonesia
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����
����������ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ
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ŗǯ ������ȱ¢���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ�������
������ȱ���ȱ���������ǯ

Řǯ ������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����ǯ
řǯ ������ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ¢���ȱ����ȱ���

�����ǯ
Śǯ �������ȱ�������ȱ�����ȱ����¢�����ȱ��� �ȱ������ȱ¢���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������

����¢������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱǻ�����ȱ����ȱ�����������ǰ ���������ǰȱ���
�����������Ǽȱ�����������ȱ���������ȱ
�����ȱ����ȱ��ǯȱŞȱ�����ȱŘŖŗřȱ���ȱ��ǯśȱ�����ȱŘŖŗŚǯ

śǯ �������ȱ ������ȱ�������ȱ ����ȱ �����ȱ ����������ȱ ��������ȱ���ȱ ����ȱ�����������ȱ �������ǰ
����������ȱ���¢�������ȱ �����ȱ����¢�����ȱ�����������ȱ ��������ȱ����ȱ �������ȱ��������
¢���ȱ ����ǯ

Ŝǯ ������ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱŗśȬŘŖȱ�������ȱ������ȱŗǰśȱǻ����ȱ��������Ǽȱ�����ǰȱ������ȱ������
ǻ�ȱŚǼǯ

ŝǯ �����ȱ �������ȱ �����ȱ ������ȱ ���������ȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ ��������ȱ ŗśȱ ����
�������������ȱ ���ȱ������ȱ ������ȱ�����������ǯ

Şǯ �����ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ�������ǰȱ����ǰȱ������ǰȱ���������ȱ�����ȱ������
�������ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ� ��ȱ����ǰȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ������ǯ

şǯ ����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱǻ������Ǽǯȱ����ȱ��������ǰȱ������
��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱǻ������Ǽǯ

ŗŖǯ �������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ� �ȱ������ȱǻ�������ȱ���ȱ���������Ǽǯȱ�������ȱ�������
�����ȱ����ȱ���������ǰȱ�������ȱȱ������ȱŗȱ�����ǰȱ �����ȱ�����ȱ��������ȱ�����¢��ȱ������ȱŗŗǰ
������ȱ����ȱŗśŖȬŘŖŖȱ����ǯȱ�������ȱ ȱ������ȱ �������ȱ�������ȱ������ȱ�����������ȱ������
������ǯ

ŗŗǯ �������ǰȱ ������ȱ ��������ȱ �������ȱ�����������ȱ������ȱ��������ȱ������������ǰȱ ������ǰ
������ǰȱ�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ���������ǯ

ŗŘǯ �����ȱ�����ȱ �����ȱ�����ȱ���������ȱ ����ȱ ������ȱ��������ȱ�����¢��ȱ������ȱŗŘȱ���ȱ������
ŗŖȱ�����ȱ �������ȱ����ǯ

ŗřǯ �����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ ����ȱ ������ȱ������ȱ�����������ȱ����ȱ�����������ȱ������
������ȱŗŜȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ������ȱŗŘȱ�����ȱ �������ȱ����ǯ

ŗŚǯ ���������ȱ�������ȱǻ��������Ǽȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�������
������Ǳ
����
��������
����ȱ�������
������ȱ������� ���ǰȱ������¢����ȱ���ȱ���ȱ������ȱǻ�������Ǳȱ����ȱ�����ǰȱŗşşřǼǰȱŘřśȬřŞǯ
���ȱ�������
����ȱ�ǯȱ����������� ���ȱ �����ȱ�ǯȱ�����ǰȱ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ��������Ǳȱ ȱ ȱ ������ȱ ���ȱ�������

ǻ����������ǰȱ�ǯ�ǯǱȱ	��������ȱ��ǰȱ ŘŖŖŘǼǰȱ ŚśȬŚŜǯ
�������ȱ����ȱ������
��������
���ȱ��������ǯȱ ȃ��� ���ȱ���¡ȱ ���ȱ����Ȭ����Ǳȱ �����ȱ��������ȱ ��ȱ��������ȱ ��������

���������ǰȱŗşŜŖȬŗşŞŖȄǯȱ�������ȱ��ȱ�����������¢ȱ
�����¢ȱŚŚǰȱ��ǯȱŘȱǻŘŖŖşǼǱȱřŝŗȬřŝřǯ

�����������
����
����ȱ�������
������� ���ǰȱ������ǯȱ������¢����ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ�������Ǳȱ����ȱ�����ǰȱŗşşřǯ
���ȱ�������
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�����������ǰȱ����ȱ�ǯǰȱ���ȱ�����ȱ�ǯȱ�����ǯȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��������Ǳȱȱȱ������ȱ���ȱ�������ǯȱ����������ǰ
�ǯ�ǯǱȱ	��������ȱ��ǰȱŘŖŖŘǯ

����ȱ�������
�������ǰȱ����ȱ�ǯǰȱ	������ȱ�������ǰȱ���ȱ������ȱ
�������ǯȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�������¢ȱ�����������ǯȱ�������Ǳ


�����ǰȱ ŗşşśǯ
���¢��ȱ�������
����¢�ǰȱ�������ǰȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ	����ȱ��������ǯȱ��¡������ǰȱ��Ǳȱ�ǯ�ǯȱ
����ǰȱŗşŝŝǯ
�������ȱ������
��� ���Ǳȱ�ȱ�� ȱ�����ȱ�����������ǯȱ�����ǯȱ�ǯȱ������ȱ���������ǯȱ�� ȱ����Ǳȱ�ǯ�ǯȱ������ǰȱŗşŜŜǯ
�����Ȭ������
�������ǰȱ�������ǯȱ� �������ȱ������¢ȱ��������ǯȱ���ȱŘǯȱ�� ȱ����Ǳȱ��������ȱ�����ǰȱŗşśŞǯ

����ȱ��������ȱ������
	������¢ǰȱ����ȱ�ǯǰȱ��ǯǰȱ���ȱ������¢ȱ� ���ǰȱ���ǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱŗşŞşȬşŖǯȱ�� ȱ����Ǳ

��������ǰȱŗşşŖǯ
�������ȱ����ȱ������
��������ǰȱ���ǯȱ ȃ��� ���ȱ���¡ȱ���ȱ����Ȭ����Ǳȱ�����ȱ��������ȱ ��ȱ��������ȱ��������ȱ���������ǰ

ŗşŜŖȬŗşŞŖȄǯȱ�������ȱ��ȱ�����������¢ȱ
�����¢ȱŚŚǰȱ��ǯȱŘȱǻŘŖŖşǼǱȱřŝŗȬřŝřǯ
�������ȱ����ȱ���������Ȧ����������ȱ�����
�����ȱ�����������
��¢ǰȱ ������ȱ�ǯȱ ȃ���� ����ȱ
���������ǯȄȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱŗŜ��ȱ������ȱ����������ȱ����������ǰ

�����������ȱ���������¢ǰȱ�����ȱ������ǰȱ�����ȱŞȬŗŗǰȱŘŖŖřǯ
�����������ȱ���ȱ������
��¢ǰȱ������ȱ�ǯȱȃ���� ����ȱ
���������ǯȄȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱŗŜ��ȱ������ȱ������������ȱ����������ǰȱ�����ȱŞȬ

ŗŗǰȱ ŘŖŖřǰȱ�����������ȱ���������¢ǰȱ �����ȱ������ǯȱ������ȱ�¢ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱ�����������ǰȱ �����
������Ǳȱ�����������ȱ���������¢ȱ�����ǰȱŘŖŖŚǯ

�����������ȱ�����ȱ����������
��¢ǰȱ ������ȱ�ǯȱ ȃ���� ����ȱ
���������ǯȄȱ ��ȱ������������ȱ ��ȱ ���ȱ�����Ǳȱ���ȱ��ȱ������ȱ �ȱ����������ǵ

����������ȱ����������ǰȱ�����ȱŞȬŗŗǰȱŘŖŖřǯȱ�����������ǰȱ�����ȱ������Ǳȱ�����������ȱ���������¢ȱ�����ǰ
ŘŖŖŚǯ

������ȱ������
�������
����Ȭ�������ǰȱ ������¢ǯȱ�������ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ��������ǯȱ ����ǱȦȦ   ǯ��������������ǯ���Ȧ������¢Ȧ������

ǻ��������ȱ���¢ǰȱŘŖŖśǼǯ
���������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ǯȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ǯ

����ǱȦȦ����������ǯ��������ǯ���Ȧ�������ȱ ǻ��������ȱ ���¢ȱŘŝǰȱŘŖŖşǼǯ
�Ȭ����
��������ǰȱ�����ǯȱ�����ȱ ����ȱ�����Ǳȱ
� ȱ��������ȱ�����ȱ �����ǯȱ���������ǰȱ��Ǳȱ���ȱ�����ǰȱ ŘŖŖŖǯ

����ǱȦȦ������ǯ��������¢ǯ���ǯ
�Ȭ�������
����ǰȱ����ǰȱ���ȱ������������ȱ	ǯȱ�������ǯȱȃ����������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�����Ǳȱ��������ȱ���ȱ����������

����ȱ ��ȱ �����¢ȱ
���������ǯȄȱ��������ȱ �������ȱ ��ȱ ��������¢ȱ ŗŖŜǰȱ ��ǯȱ řȱ ǻŘŖŖŖǼǱȱ śśŗȬŝŞǯȱ����ǱȦȦ
   ǯ��������ǯ��������ǯ���Ȧ���Ȧ�������Ȧ������Ȧ�ŗŖŜ�řȦŖśŖŗŘśȦŖśŖŗŘŜǯ����ǯȱ ǻ��������ȱ ����ȱ ŘŞǰ
ŘŖŖřǼǰ

ŗśǯ �������������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�������������ȱ����Ȭ�����ȱ
��������ȱ�������ȱ�������
�����ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ
ȱ�����ǱȱŗśŞȱ�����ȱŗşŞŝȱȮ�����ǱȱŖśŚřȱ�Ȧ�ȦŗşŞŝǯ

ŗŜǯ �������ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ�����ǰȱ����ȱ�������ǰȱ������ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ�������ǰȱ����ȱ�����ǰ
���ȱ���ǯȱ���ȱ�������ȱ������¢��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ�������
�������Ǳ

�ǯ �����������ǰȱ�����������ȱ �����ȱ��������ǰȱ���������ȱ�������ǰȱ���ȱ ������ȱ����������ȱ ǻŗŖƖǼ
�ǯ 
�����ȱ ���������ǰȱ�����������ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���������ȱ¢���ȱ�������ȱ ǻŗśƖǼ
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�ǯ ������ȱ ����������ǰȱ ������ȱ ���������Ȧ�����ǰȱ ������ȱ ���ȱ ����ǰȱ ������ȱ ���ȱ ����ǰȱ ������
�����������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��������ȱ����ȱǻŗŖƖǼ

�ǯ 
����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱǻśŖƖǼ
�ǯ �������ȱ¢���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱǻŗśƖǼ
�ǯ ������ȱ ������ȱ�����
�ǯ ������ȱ�������ǯȱ������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ������ȱ�������ȱŗŖȱ���ȱŞŖƖȱ��ȱ�������¢�

���������ȱ ������ȱ �����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ ����ȱ �����ȱ ��������ǯ ������ȱ �����
������ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ¢���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ������ȱ��������ǰȱ������ȱ�����
����������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ�������������ȱ������ȱ��������
�������������ǰȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ�����ȱ������ȱ�������
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